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MOTTO 
 
 َكاَنْلَعَج َُّمث َنوُمَلْع َي َلَ َنيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّت َت َلََو اَهْعِبَّتَاف ِرْمَْلْا َنِم ٍةَعِيرَش ٰىَلَع  
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan 
(agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 
yang tidak mengetahui”. (QS Al Jasiyah 45:18) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
x 
 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
xi 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
  (  ُِ ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
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و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
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1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
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tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
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2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
xvii 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL 
MULTAZAM SYARIAH. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri 
tauladan baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk 
menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebaginya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus 
hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Dr. M. Usman S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah. 
3. Masjupri, S.Ag, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah), Fakultas Syari’ah sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. 
4. M Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
5. Rial Fuadi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 
banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penelitian. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta yang telah 
memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.  
7. Ibu dan Bapak bagian Akademik dan Tata Usaha yang melancarkan urusan 
peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi. 
8. Bapak, Ibu, dan Adik, terima kasih atas dukungan, semangat, serta doa yang 
selalu tercurahkan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.  
xviii 
 
9. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disisi penulis, yang selalu membantu dan 
memberikan semangat, penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran 
yang telah diberikan kepada penulis. 
10. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah kelas E angkatan 
2015 yang telah memberikan pengalaman dan keceriaan kepada penulis 
selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
11. Pengelola serta karyawan/karyawati di Hotel Multazam Syariah yang baik 
hati serta memberikan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini berjalan 
lancar. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah 
berjasa dan membantuku baik moril maupun materiil dalam penyusunan 
skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. 
Kemudian hanya kepada Allah peneliti berdoa semoga kebaikan dan 
keikhlasan mereka mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah Swt. 
Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya peneliti yang masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak peneliti 
harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allahlah kami 
mohon ampun dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk, semoga bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
       Surakarta, 24 April 2019 
 
 
       Emi Rahmawati, 152111180  
 
 
 
 
xix 
 
ABSTRACT 
 
EMI RAHMAWATI, NIM: 15.21.11.180 “ANALISIS FATWA DSN-
MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP 
SYARIAH DI HOTEL MULTAZAM SYARIAH”. This research was 
conducted to answer questions about how the implementation of the Multazam 
Syariah Hotel and how to analyze sharia principles in Multazam Syariah Hotels 
based on the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number: 108 / DSN-
MUI / X / 2016. 
Data collection is done by direct observation to Multazam Syariah Hotels, 
interviews with staff and guests, and documentation. As for the speakers in this 
study were hotel owners, staff, and guests of the Multazam Syariah Hotel. After 
obtaining complete data, it is then analyzed using the method of deductive 
reasoning analysis, namely explaining the views of Multazam Syariah Hotels first, 
then analyzing the applicable regulations, namely the DSN-MUI Fatwa Number: 
108 / DSN-MUI / X / 2016. 
The results of the study show that; first, in the practice of implementing it, 
Multazam Syariah Hotel is still in self-development of regulations stipulated in 
the DSN-MUI Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016. the development was 
carried out since the beginning of the hotel was established with the aim of being 
eligible for certification. In its implementation, there is no Sharia Supervisory 
Board (DPS). Even though DPS is an important part of operations that use the 
Islamic label. second, Multazam Syariah Hotel provides halal food and beverages, 
even though it is not halal certified by the Ministry of Religion. 
Based on the description above, then the thing that must be done 
immediately is to continue the management of Halal certificates from the Ministry 
of Religion, in order to guarantee halal food and drinks provided, this must be in 
the hotel labeled syarah. In addition, it included the Sharia Supervisory Board 
(DPS) to take part in organizing the Multazam Syariah Hotel. 
Keywords: Fatwa, Sharia Hotels, Organizing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal 
berarti Islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia tanpa memandang 
jabatan, warna kulit, suku, bangsa. Komprehensif berarti Islam mencakup 
seluruh aspek kehidupan manusia (politik, ekonomi, sosial budaya, 
pendidikan, dan sebagainya). Tujuan utama ajaran Islam, adalah rahmat bagi 
seluruh umat manusia. Ini merupakan tujuan pokok dimana Rasulullah SAW 
diutus ke dunia ini. salah satu cara penting untuk merealisasikan tujuan 
tersebut adalah dengan mendorong kesejahteraan bagi seluruh umat manusia 
tanpa memandang ras, umur, jenis kelamin, dan bangsa.   
Setiap aktivitas muamalah atau ekonomi harus dijalankan sesuai 
dengan nilai dan prinsip syariah. salah  satu cara untuk memahami syariah 
adalah dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah tersebut (Maqashid 
as-Syariah)  yang akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan, dan 
kreativitas dalam mengambil kebijaksanaan dan aktivitas kehidupan sosial. 
Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang 
terletak pada perlindungan kepada keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah memenuhi 
kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima 
perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.  
Melihat potensi produk dan jasa halal di dunia, potensi bisnis syariah 
di Indonesia masih sangat besar, melihat banyaknya potensi-potensi yang 
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belum tergarap dengan baik. Untuk itu Indonesia masih perlu untuk lebih 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan produk dan jasa halal maupun 
gaya hidup halal di lingkungan pemerintah, sektor swasta, berbagai lembaga 
dan organisasi. Posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, 
memang mudah membuat para pengusahanya menjadi terlena, sehingga 
dikalahkan oleh Thailand yang notabene mayoritas non muslim dalam 
menggarap prospek dan potensi produk dan jasa halal/syariah dunia.1 
Selain pihak swasta atau pengusahanya, seyogyanya pihak pemerintah 
perlu membangun infrastruktur hukum dan kebijakan publik yang 
mendukung terciptanya iklim kondusif bagi kalangan industriawan untuk 
bergerak di bidang industri, jasa, dan perdagangan produk-produk halal, guna 
menangkap peluang besar tersebut. Indonesia seyogyanya mampu 
membangun paradigma baru dan citra yang atraktif dari perdagangan dan 
industri halal di Indonesia, dengan satu karakter yang unik namun bisa 
diterima secara global dan mampu bersaing dalam kualitas dan nilai. 
Hotel selalu dikonotasikan sebagai bangunan penginapan yang cukup 
mahal. Umumnya di Indonesia dikenal hotel berbintang, hotel melati yang 
tarifnya cukup terjangkau namun hanya menyediakan tempat menginap dan 
sarapan pagi, serta guest house baik yang dikelola oleh perusahaan-
perusahaan sebagai usaha swasta (seperti hanya hotel melati ataupun mess 
                                                             
       1 Sofyan, Riyanto, Bisnis Syariah Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan pada Bisnis 
Hotel, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm.52. 
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yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan sebagai tempat menginap bagi 
para tamu yang ada kaitannya dengan kegiatan atau urusan perusahaan. 2 
Saat ini para pelaku bisnis hotel terus berusaha menampilkan sajian 
produk dan pelayanan yang berbeda dengan menciptakan sesuatu kekhasan 
atau keunikan tertentu dalam mengait konsumennya. Bisnis hotel kian 
berlomba menghadirkan konsep-konsep, inovasi-inovasi, ataupun pelayanan-
pelayanan khusus dalam mengemas produk dan jasa mereka. Sebut saja 
konsep atau kemasan yang sekarang berkembang, misalkan: konsep ramah 
lingkungan atau eco-friendly approach, layanan pribadi atau personalized 
service, label syariah dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa 
perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah 
menjadi trend tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan 
efek dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya 
konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam 
didalam segi kehidupannya.3  
Perkembangan bisnis di dunia perhotelan banyak menarik perhatian 
masyarakat. Salah satunya adalah hotel berbasis syariah. Hotel syariah adalah 
salah satu tawaran menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan 
karakter bangsa Indonesia yang luhur. Nilai tambah syariah yang diusung 
dalam hotel ini adalah demi memberikan kemaslahatan masyarakat dan untuk 
mencegah perbuatan maksiat. Pada dasarnya hotel syariah dan hotel 
                                                             
2 Dicky Sumarsono, Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia, (Jakarta: Gramedia), hlm. 14 
 
3 Anwar basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah 
Air”, Jurnal Binus Business Review Vol. 2 No. 2 November 2011,  
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konvesional sama-sama bisnis di bidang properti yang menyediakan hunian 
sebagai tempat menginap sementara perbedaannya terletak pada cara 
penyajian dan berbagai layanan yang diberikan. Jika pada hotel non syari’ah 
semuanya serba bebas, baik makanan, minuman, dan hiburan, di hotel syariah 
pelayanannya dibatasi. Makanan, minuman dan restoran harus bersertifikat 
halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada seleksi tamu dalam 
pelayanan hotel syariah ini. 4  
Hotel syariah atau hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam 
penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam 
operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya 
untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya 
penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.5 Pengertian hotel syariah adalah 
hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. 
Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, 
logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau 
pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.6 
Sebenarnya tidaklah sulit membuat usaha hotel sesuai dengan 
tuntunan syariah karena usaha hotel adalah salah satu dari sekian banyak 
usaha yang ada. Selain itu, usaha secara Islam (syariah) dibolehkan selama 
                                                             
       4 Danik Pramusanti, “Analisis Standar Syariah dan Pengembangan Hotel Syariah di The 
Amrani Syariah Hotel”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016. 
 
       5 Ismayanti, Syahrudin, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah Di Kota Makassar”, 
Jurnal Iqtisaduna Vol. 12 No.1 (2016), hlm. 2  
 
       6 Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis  Islam 
Vol. VIII, No. 1, Desember 2013, hlm 1,  
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tidak ada nash atau dalil yang melarangnya karena hal itu adalah bagian dari 
muamalah. Usaha perhotelan merupakan salah satu jenis usaha yang 
dilakukan manusia seperti sewa menyewa, jual beli, dan kerjasama selama 
tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun kaidah fiqh nya sebagai berikut : 
 َّل ُدَي ْنَأ َّلاا ُةَحَابِلإا ِةَلَماَعُملا يِف ُلْصَلأا  اَهِمِْيرْحَت َىلَع ٌلْيِلَد  
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.”7 
Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan 
transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja 
sama (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali 
yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, 
judi, dan riba. Secara umum, hal yang dilarang (diharamkan) dalam 
muamalah (usaha) adalah kegiatan yang akan menghasilkan (memproduksi), 
memperdagangkan, dan menyewakan sesuatu yang haram atau minimal 
syubhat. 
Dalam operasionalnya hotel yang melabeli dirinya sebagai hotel 
syariah tentunya semua komponen yang ada harus sesuai dengan syariat-
syariat Islam, termasuk dengan makanan dan minumannya. Makanan dan 
minuman yang disediakan adalah makan dan minuman yang halal atau tidak 
dilarang oleh syariah. dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-
                                                             
       7 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 128. 
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bahan maupun proses produksinya, kehalalannya harus terjamin (tidak 
tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). 
Di Soloraya sendiri ada kurang lebih lima hotel yang berlabel syariah, 
salah satunya hotel yang berlabel syariah di Soloraya adalah Hotel Multazam 
Syariah, hotel ini berada di jalan Garuda Mas No. 4B, Mendungan, Pabelan, 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169. Hotel ini berdiri untuk 
memenuhi akomodasi wisatawan muslim akan hotel bebas maksiat, untuk 
menjaga prinsip syariah hotel ini telah memberlakukan peraturan tentang 
tidak diperkenankannya tamu hotel yang tidak sesuai dengan aturan Islam 
untuk menginap. Diantaranya adalah tamu harus memiliki hubungan muhrim 
yang jelas, bebas dari minuman beralkohol, dan masih banyak peraturan 
lainnya. Namun, Hotel Multazam Syariah tetap menerima tamu yang non 
muslim sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di hotel tersebut 
kalaupun tidak memenuhi prosedur maka tamu akan diarahkan untuk 
menginap dipenginapan lain. Peraturan memegang peranan yang sangat 
penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau 
bisnis tentunya akan membuat sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-
syarat dalam menjalankan bisnisnya. Aturan tersebut harus diindahkan oleh 
setiap pelaku bisnis yang terlibat. 
Hal ini menjadi masalah utama untuk penulis ingin angkat dalam 
penelitian penulisan skripsi. Karena melihat keunikan Hotel Multazam 
Syariah yang berani memposisikan diri sebagai penyedia jasa akomodasi 
yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan juga begitu pentingnya 
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sertifikasi syariah maka sertifikasi syariah menjadi sangat perlu untuk 
menjaga kualitas dan penerapan prinsip syariah pada industri perhotelan 
Syariah. Permasalahan yang muncul ialah apakah hotel syariah dalam 
pelaksanaan penyelenggaraannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah? selain itu, apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan peratuan 
yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/X/2016? Sehingga 
syariah bukan sekedar label, tetapi benar-benar menerapkan konsep syariah 
Islam di dalam menjalankan operasional hotel. Dengan berbagai 
pertimbangan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan 
hotel syariah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis 
Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Multazam 
Syariah. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah yang 
menjadi titik permasalahan di Hotel Multazam Syariah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Hotel Multazam Syariah? 
2. Bagaimana Analisis Prinsip Syariah di Hotel Multazam Syariah 
berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : 
1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan Hotel Multazam Syariah  
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2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-
MUI/X/2016 terhadap penyelenggaraan di Hotel Multazam Syariah 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat untuk: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia 
pendidikan serta memperkaya hasil penelitian tentang ekonomi syariah dan 
unit-unit usaha syariah khususnya agar sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-
MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan 
pariwisata berdasarkan prinsip syariah.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi yang positif 
dan referensi bagi hotel yang akan menerapkan prinsip syariah. Selain itu,  
bagi Hotel Multazam Syariah diharapkan penelitian ini dapat digunakan 
sebagai informasi  dan refleksi tentang penerapan prinsip-prinsip syariah 
dalam pengelolaan pelayanan dan produk syariah.  
Dengan adanya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, maka 
penulis berharap peneitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana operasional di hotel syariah. selain itu, 
penelitian ini juga untuk membuka jalan bagi penelitian berikutnya 
terutama yang terkait dengan bisnis syariah pada hotel syariah.  
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b. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan pada pihak hotel 
sebagai bahan evaluasi guna mempertimbangkan dan meningkatkan 
operasional di Hotel Multazam Syariah.   
E. Kerangka Teori 
1. Hotel Syariah 
Suatu penginapan yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai 
Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman 
keras, narkoba dan perjudian dan menyediaan akomodasi berupa kamar-
kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan 
makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian 
dengan tujuan memperoleh keuntungan yang mana dalam kegiatan tersebut 
menerapkan atau menjalankan sesuai prinsip syariah.8 Seperti halnya Hotel 
Multazam Syariah yang berkonsep syariah beralamat di Jalan Garuda Mas 
No. 4B, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 
57169. 
Adapun ketentuan terkait hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI 
No: 108/DSN-MUI/X/2016 ialah sebagai berikut ini: 
a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan 
tindakan asusila; 
b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 
pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila; 
                                                             
       8 Khoirul Fayasqi, Penerapan Nilai Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Namira Syari’ah 
Pekalongan, Skripsi, STAIN Pekalongan 2016. 
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c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah 
mendapat sertifikat halal dari MUI; 
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. 
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang 
sesuai dengan syariah. 
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 
prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel 
yang sesuai dengan prinsip syariah. 
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 
melakukan pelayanan.9 
2. Fatwa DSN-MUI 
Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) merupakan produk hukum dari suatu lembaga yang berperan dalam 
menjamin ke-Islaman keuangan syariah serta dalam Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjelaskan tentang pariwisata syariah 
dan juga ketentuan terkait Hotel Syari’ah. Adapun alasan DSN-MUI 
mengeluarkan fatwa ini bahwasannya sektor pariwisata berbasis syariah 
mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan 
pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah serta belum 
                                                             
       9 Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggraaan 
Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm 7. 
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adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan 
pariwisata berdasarkan prinsip syariah.10 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan 
penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya 
plagiasi atas karya orang lain. Di antara penelitian yang sudah dilakukan: 
Skripsi Fitri Kartini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013 
yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel 
Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi variabel produk, 
tarif, iklan, lokasi, pelayanan, proses dan sarana fisik terhadap keputusan 
tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Penelitian ini 
termasuk penelitian empiris yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan. 
Populasi penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di Namira Hotel 
Syariah Yogyakarta (pada tanggal 13 Mei sampai dengan 30 Juni 2013). 
Sampel sebanyak 100 responden namun yang memenuhi persyaratan 
sebanyak 83 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan hasil penelitian sebagai berikut persepsi tamu hotel terhadap 
variabel iklan, dan sarana fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
tamu hotel menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Variabel lokasi, dan 
pelayanan berpengaruh signifikan lemah terhadap keputusan tamu hotel 
menggunakan layanan Namira Hotel Syariah, sedangkan tiga variabel lainnya 
                                                             
       10 https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/ 
 
12 
 
yaitu produk, tarif, dan proses tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah.11 
Skripsi Abdul Warits, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan 
Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi 
Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang), semarang, Fakultas Ilmu 
Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat konsumen? 
2. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap minat konsumen? 
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syariah 
secara simultan terhadap minat konsumen?  
Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji 
asumsi klasik, koefesien determinasi, uji persial dan uji secara simultan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-
prinsip syariah, secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syariah. Uji t dan uji F 
menghasilkan nilai signifikan <0,05. Kemudian nilai R Square sebesar 0,415 
mengindikasikan bahwa variable independen mampu mempengaruhi variable 
dependen sebesar 41,5%. Sedangkan sisanya sebesar 58,5% dijelaskan oleh 
variable-variabel lain di luar penelitian ini.12 
                                                             
       11 Fitri Kartini, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam 
Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. 
       12 Abdul Warits, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah 
Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang)”. 
Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,  2009. 
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Skripsi karya Maulana, yang berjudul “Sistem Pelayanan Hotel Yang 
Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza 
Pekanbaru), Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013. 
Skripsi ini meneliti tentang tinjauan ekonomi islam terhadap pelayanan yang 
dilakukan oleh pihak Hotel Aziza Pekanbaru yang berbasis Syariah.13 
Skripsi Danik Pramusanti, Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016 
yang berjudul “Analisis Standar Syariah dan Pengembangan hotel Syariah di 
The Amrani Syariah Hotel”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan 
bahwa The Amrani Syariah Hotel sudah menerapkan standar syariah dan 
aturan-aturan syariah dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi tanpa 
mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. The Amrani Syariah Hotel belum 
mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia 
beserta Dewan Pengawas Syariah, namun secara praktis dalam menjalankan 
operasional bisnisnya The Amrani Syariah Hotel telah menerapkan prinsip-
prinsip Syariah.14 
Skripsi Dwi Cahyo Nugroho, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 
2018 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Syariah Hotel 
Solo”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Syariah Hotel Solo 
dalam bidang perhotelannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 
                                                                                                                                                                      
 
       13 Maulana, Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Hotel Aziza Pekanbaru), Riau : Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013. 
 
       14 Danik Pramusanti, “Analisis Standar Syariah dan Pengembangan Hotel Syariah di The 
Amrani Syariah Hotel”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016. 
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108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata 
Berdasarkan Prinsip Syariah. 
Skripsi Lina Desianti, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 
2016 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa 
Kamar Hotel Syariah Di Solo”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan 
bahwa secara legal formil tidak semua hotel syariah di Solo memiliki 
sertifikat sebagai hotel syariah. Namun, pada praktiknya semua hotel syariah 
di Solo sudah disesuaikan dengan aturan hukum Islam dalam bentuk 
peraturan yang dibuat oleh pihak hotel.Sedangkan dalam hal ini sewa-
menyewa kamar hotel syariah di Solo sah menurut hukum Islam.15 
Jurnal Widyarini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarata, 2013 yang berjudul “Pengelolaan Hotel Syariah di 
Yogyakarta”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa secara 
Hotel (penginapan) Syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis. 
Artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan 
kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan 
yang syar’i. Hotel syariah merupakan awal pekembangan yang baik guna 
menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat.16 
Jurnal Anwar Basalamah, BINUS University, 2011 yang berjudul 
“Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air”. Hasil 
                                                             
       15 Lina Desianti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kamar Hotel 
Syariah di Solo”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. 
 
       16 Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 
Vol. VIII, No. 1, Desember 2013, hlm 1,  
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penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Bisnis hotel syariah akan 
berubah ke arah yang lebih positif. Selain daripada itu, bukan tidak mungkin 
hotel syariah akan menambah  keunikan dari penyajian pariwisata Indonesia. 
Diharapkan dengan menampilkan ‘religion brand’ ini akan menjadi kekhasan 
dari industri perhotelan di tanah air. Tantangan bagi pengusaha hotel syariah 
adalah menawarkan produk dan service berkualitas internasional tanpa 
mengurangi nilai syariah Islam dipengoperasiannya. Sehingga diharapkan 
suatu saat, akan muncul brand hotel syariah yang bisa sejajar dengan brand 
hotel global. 17 
Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa  karya tulis yang di 
antaranya telah disebutkan di atas, penyusun  menyadari  bahwa penelitian ini 
ada yang berbeda dan ada yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan 
dalam beberapa karya tulis tersebut,  Adapun yang membedakan adalah objek 
kajian penelitian, lokasi penelitian, dan latar belakang masalah yang ada pada 
hotel yang penulis tersebut. Adapun persamaannya yaitu sama-sama 
membahas tentang hotel syariah. Kemudian penulis berusaha secara khusus 
menganalisis Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan 
Syariah di Hotel Multazam Syariah. 
G. Metode Penelitian 
Dalam memecahkan masalah suatu masalah pastinya diperlukan sebuah 
cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan 
                                                             
       17 Anwar basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air”, 
Jurnal Binus Business Review Vol. 2 No. 2 November 2011,  
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diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data 
positif dan dipercaya kebenerannya. Penelitian ini menggunakan metode : 
1. Jenis dan pendekatan penelitian 
Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), yang bersifat 
deksriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 
diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupannya yang 
nyata dan sebenarnya. Penelitian lapangan (field research) dapat juga 
dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dan sebagai 
metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa 
peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 
suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam hal ini penelitian 
terhadap prinsip-prinsip syariah di Hotel Multazam Sukoharjo. Yang 
penting dalam penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara 
menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi. Adapun 
subjek yang dalam penelitian ini ialah yang terlibat dalam kegiatan hotel di 
Hotel Multazam Sukoharjo yaitu Pemilik Hotel, Sales Marketing, Staf, dan 
Pengunjung Hotel. 
2. Sumber Data 
  Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data dibagi menjadi 
dua sumber yang meliputi: 
a. Data Primer 
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  Data primer merupakan sumber penelitian langsung pada subyek 
atau proses yang terjadi di lapangan sebagai sumber informasi yang diteliti. 
Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang sumbernya 
langsung dari pemilik hotel, para karyawan dan pengunjung hotel. 
b. Data Sekunder 
  Adalah data yang diperoleh dari sumber lain, yaitu tidak langsung 
diperoleh oleh peneliti namun dalam hal ini data sekunder diperoleh dari 
sumber yang digunakan sebagai pendukung data primer, diantaranya dari 
buku-buku, literatur maupun media lainnya yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. data yang digunakan sebagai 
pelengkap data primer. 
3. Teknik  pengumpulan data  
Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan 
data yaitu: 
a. Interview (wawancara) 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).18 
Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambaran secara 
menyeluruh tentang kesesuaian standar di Hotel Multazam Syariah.  
                                                             
       18 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)  hlm. 72 
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Adapun subjek yang dalam penelitian ini ialah yang terlibat dalam 
kegiatan hotel di Hotel Multazam Syariah yaitu pemilik hotel, 
karyawan/karyawati, dan pengunjung hotel. 
Wawancara di Hotel Multazam Sukoharjo dilaksanakan dengan 
keterangan tanggal, pukul, tempat, dan narasumber. 
b. Pengamatan (observasi) 
Pengamatan (observasi) adalah mengamati gejala yang diteliti. 
Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) 
diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap 
tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.19 Pengamatan 
dilakukan dengan cara memasuki kamar hotel, melihat prosedur yang telah 
ditempel, serta administrasi lain yang di display di lobi hotel, mengamati 
para pengunjung yang menginap, kemudian setelah itu menyesuaikan 
dengan ketentuan-ketentuan yang harus ada pada hotel syariah. Metode 
pengamatan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil hotel, 
prinsip yang ada, kesesuaian prinsip, dan lain-lain yang diperlukan dalam 
penelitian ini. 
c. Dokumentasi  
Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian 
dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan 
data itu disebut sebagai studi dokumen atau literature study. Data yang 
diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga. 
                                                             
       19 Ibid, hlm. 70 
 
19 
 
Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang 
berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam 
arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.20 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah di 
dokumentasikan antara lain : data tentang berdirinya sejarah hotel, staf 
karyawan, sarana prasarana, inventaris hotel. 
d. Metode analisis data  
Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan 
metode analisis penalaran deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan 
sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis 
data. Deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang 
bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau (individual). 
Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu 
peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan 
berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih 
khusus.21 
H. Sistematika Penelitian 
Penulis telah menyusun sistematika untuk kejelasan dan ketetapan arah 
pembatasan  dalam skripsi sebagaimana berikut ini: 
Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok 
pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan skripsi 
ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam latar 
                                                             
       20 Ibid., hlm. 61 
       21 Ibid., hlm. 62 
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belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat hasil 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab kedua memuat penjelasan tentang teori Fatwa DSN-MUI dan 
Hotel Syariah, teori pertama pengertian DSN-MUI, sejarah Fatwa DSN-MUI, 
ketentuan terkait hotel syariah. Teori kedua yaitu tentang kriteria hotel 
syariah. 
Bab ketiga mengemukakan dengan jelas tentang data lapangan 
gambaran umum usaha tersebut yang meliputi profil Hotel Multazam Syariah 
yaitu tentang sejarah berdirinya hotel Multazam Syariah, lokasi, susunan 
pengurus hotel Multazam Syariah, tata tertib tamu, produk dan layanan pada 
hotel Multazam Syariah.  
Bab keempat membahas tentang hasil analisis penelitian yaitu Analisis 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-
MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 
Prinsip Syariah di Hotel Multazam Syariah. 
Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 
yang menjawab rumusan masalah di lengkapi dengan saran-saran. Selain itu 
bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka. 
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BAB II 
HOTEL SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI  
A. Hotel Syariah 
1. Pengertian Hotel Syariah 
Hotel syariah merupakan hotel yang menerapkan syariah Islam ke 
dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh 
manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen, interior, fasilitas 
kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para 
karyawan hotel. Hotel syariah juga merupakan salah satu model hotel yang 
menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai  Islam, sehingga mampu 
meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, psikotropika, 
dan perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat 
tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk 
melakukan yang melanggar pidana. Hotel syariah adalah salah satu 
tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan 
karakter bangsa Indonesia yang luhur. Nilai maqashid syariah yang 
diusung dalam hotel ini yaitu demi memberikan nilai kemashlahatan 
masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.1 
Hotel syariah secara ringkas dapat didefinisikan sebagai hotel yang 
dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta 
dalam operasionalnya tidak melanggar aturan syariah. seluruh komponen 
kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa 
yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, 
                                                             
       1 Aditya Pratomo, Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta sebagai World’s 
Best Family Friendly Hotel”, Karakteristik Hotel Syariah, Vol. 2. 9 Nomor 3, 2017, hlm. 9. 
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sampai pada penyajian dan jenis makanan dan minuman yang tersedia di 
reception policy and procedure, house rules, harus dipastikan semua 
memenuhi ketentuan syariah.2 
2. Kriteria dan Ketentuan  Hotel Syariah 
Kriteria hotel syariah sebagaimana disampaikan dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Syariah ialah sebagai berikut ini: 
a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan 
tindakan asusila; 
Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan 
bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan 
muhrimnya, entah itu melalui penunjukan surat nikah atau melalui 
cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai 
dengan muhrimnya. Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan 
bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. 
jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada 
non muslim, maka kesempatan pihak hotel syariah untuk 
mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan 
berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang 
ada. 3 
                                                             
       2 Sofyan, Riyanto, Bisnis Syariah Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel, 
(Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm.64 
 
       3 Fahadil Amin al Hasan, Penyelengaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-
MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Jurnal Al-
Ahkam, Vol 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. Hlm 72. 
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b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang 
mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak 
asusila; 
Dari ketentuan ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan 
ketentuan “tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 
kepada kemusyrikan”. Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah 
setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala 
sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan 
seorang muslim (kemusrikan), misalnya berbagai patung, lukisan 
bernyawa, ataupun furniture dan hiasan lainnya yang dianggap dapat 
menyekutukan Allah. Namun, jika yang dimaksud dengan ketentuan 
ini tidak seperti apa yang disampaikan, maka hal ini akan menjadi 
perdebatan diantara pelaku pariwisata halal. Sehingga perlu ada 
pembatasan atau ketentuan khusus dari kalimat ketetapan mengarah 
kepada kemusyrikan pada fatwa ini. 4 
c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah 
mendapat sertifikat halal dari MUI; 
Makanan dan minuman yang disediakan adalah makan dan 
minuman yang halal atau tidak dilarang oleh syariah. dalam 
pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses 
produksinya, kehalalannya harus terjamin (tidak tercampur dengan 
bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat, 
                                                                                                                                                                      
 
       4 Ibid.  
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begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang musafir, wanita-
wanita yang berhalangan puasa, dan orang-orang yangg punya uzur 
berdasarkan syariah dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap 
orang yang berpuasa. 5 
Melalui ketentuan ini, diharapkan akan banyak restoran yang 
mendaftarkan produk makanannya ke LPPOM-MUI. Dengan 
demikian, kuantitas restoran dan makanan yang akan tersertifikasi 
semakin banyak mengingat jumlah hotel yang memiliki restoran 
bersertifikat halal di Indonesia hanya berjumlah 25 hotel saja (data 
tahun 2013). Ini sangat jauh tertinggal dengan negara Singapura yang 
memiliki hotel dan restoran halal berjumlah 2.691. Malaysia dengan 
jumlah restoran halal ±2000 restoran, ataupun Thailand yang memiliki 
hotel dan restoran halal berjumlah ±100.6  
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 
Setiap hotel syariah haruslah memiliki fasilitas yang mendukung 
untuk beribadah. Adapun fasilitas yang dimaksud ialah musholla, alat 
ibadah berupa mukena, alqur’an, arah kiblat, tasbih, dan lain-lain. 
Fasilitas bersuci dan ibadah ada baiknya tersedia disetiap kamar, 
kalaupun tidak mendukung minimal disediakan musholla untuk 
pengunjung umum dan pemisahan fasilitas bersuci bagi laki-laki dan 
                                                             
       5 Ibid hlm 72. 
 
       6 Kelompok Kerja Kemenpar, Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah (Jakarta: 
Kemenpar RI, 2015, hlm 21 
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perempuan. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan juga 
disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi 
penyalahgunaan fasilitas. Pihak hotel mengatur sedemikian rupa agar 
tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan fasilitas tersebut. Salah 
satu contoh misalnya toilet, selain perlengkapan standar yang memang 
harus ada, hotel juga melengkapinya dengan bidet, shower atau alat 
yang semacamnya untuk keperluan istinja (membersihkan dengan air 
setelah buag air kecil atau besar). Dengan demikian, pengguna bisa 
beristinja secara sempurna. 7 
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian 
yang sesuai dengan syariah; 
Seragam pengelola dan karyawan/karyawati harus sesuai dengan 
kaidah berpakaian dalam Islam (menutup aurat). Karyawati yang non 
muslim dianjurkan untuk berpakain sesuai dengan kaidah Islam tapi 
tidak dipaksa. Jika menolak maka tetap harus  memenuhi norma-
norma ketimuran dalam berpakaian.8 
Bisnis hotel memang dituntut agar selalu memberikan pelayanan 
prima kepada pelanggan dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk 
itu, baik pengelola maupun karyawan perlu berpenampilan yang layak 
                                                             
       7 Sofyan, Riyanto, Bisnis Syariah Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel, 
(Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm.66 
 
       8 Ibid, hlm.72 
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dan patut dipandang. Selain itu, diperlukan sikap yang sabar untuk 
menanggapi berbagai macam perilaku tamu. 9 
f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 
prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 
Guna menjamin terselenggaranya kegiatan operasional hotel, maka 
sesuai dengan ketentuan fatwa, hotel syariah harus memiliki prosedur 
pelayanan hotel dengan tujuan agar tetap sesuai dengan prinsip 
syariah. Ketentuan ini menjadi acuan bagi tamu hotel yang akan 
menginap, jika sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah maka tamu 
merasa nyaman dan memiliki rasa ingin kembali. Tetapi, jika tidak 
memiliki prosedur terkait pelayanan tamu pun merasa enggan jika 
harus menginap dihotel yang sama.10 
g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah 
dalam melakukan pelayanan; 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sangat mendukung 
keberlangsungan dari Lembaga Keuangan Syariah, baik itu bank 
maupun non bank. Sehingga, dengan adanya sinergi dari pelaku 
industri pariwisata halal dalam hal ini adalah hotel syariah, dapat 
meningkatkan market share Lembaga Keuangan Syariah, apakah itu 
                                                             
       9 Ibid, hlm. 72 
 
      10 Ibid  
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melalui jasa pelayanan bank syariah, BMT, asuransi syariah, sukuk, 
multi finance syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.11 
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di 
Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin 
di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 
Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 
Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah 
para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru 
tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 
26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan 
unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, 
Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, 
DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, 
Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 
orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari 
musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan 
cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya 
                                                             
       11 Fahadil Amin al Hasan, Penyelengaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa 
DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Jurnal 
Al-Ahkam, Vol 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017. Hlm 73. 
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MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang 
kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.12 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia 
tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, 
di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik 
kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. 
Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama 
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan 
cendekiawan muslim berusaha untuk: 
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta; 
c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional; 
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan 
                                                             
       12 https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses 05 Februari 2019 
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tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.13 
Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa 
kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian 
Ketua Umum, yaitu: 
a. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka 
b. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali 
c. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri 
d. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie 
e. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 
f. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin 
g. 2015 – Sekarang Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin 
Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah 
meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang 
keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin 
majelis para ulama ini. 14 
Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan 
cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, 
Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, 
Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
                                                             
       13 https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses 05 Februari 2019 
       14 https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses 05 Februari 2019 
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kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan 
otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini 
ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan 
terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan 
pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama 
organisasi.15 
 Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di 
kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak 
dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi 
organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan 
dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 
keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat 
kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan 
Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian 
Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin 
hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi 
masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis 
Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran 
Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan 
kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari 
tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama 
                                                             
       15 Ibid  
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antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap 
Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam 
sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).16 
2. Pengertian Fatwa MUI 
Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa, 
dengan bentuk jamat fatawa, yang berati petuah, nasehat, jawaban 
pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. 
Fatwa secara literatur berasal dari kata al-fataa  yang berati pemuda, baru, 
penjelasan, penerangan.17 
Pada Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat 
mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau 
jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak 
mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berati pendapat yang 
dikemukanan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan 
peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. 18 
Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara’ adalah 
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari 
suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya 
jelas maupun tidak. Menurut al Jurjani, fatwa  berasal dari al fatwa atau  al 
futya  yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam 
                                                             
       16 https://mui.or.id/sejarah-mui/ diakses 05 Februari 2019 
       17 Barlinti, Yeni Salma, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum 
Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm.64. 
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bidang hukum. Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terminologis fatwa 
adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan 
seseorang atau kelompok. Fatwa dalah suatu pendapat hukum secara syar’i 
atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompokk yang 
tidak memiliki kekuatan mengikat. 19 
Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma’ruf Amin berpendapat 
bahwa terdapat dua hal penting di dalam fatwa, yaitu: 
a. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (legal 
opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau 
permintaan fatwa. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban 
atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah 
terjadi atau nyata. Seorang pemberi fatwa boleh untuk menolak 
memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum 
terjadi. 
b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal 
opinion) tidaklah bersifat mengikat. Fatwa tidaklah mengikat 
sebagaimana putusan pengadilan. Bisa saja fatwa seorang mufti 
disuatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain ditempat yang sama. 
Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi 
keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia 
                                                             
       19 Ibid. hlm 65. 
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memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika ia 
diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu. 20 
Proses pembuatan fatwa (ifta) itu sendiri haruslah menggunakan 
metode-metode penetapan hukum. Ma’ruf Amin menyebutkan kaidah 
yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode ta’lili 
dan metode istishlahi. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti, mustafi 
dapat menerima dan mematuhinya sepanjang fatwa tersebut didasarkan 
pada ketentuan yang benar.21 
Indonesia, meskipun bukan negara Islam namun mayoritas 
penduduknya beragama Islam, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri ini, baik dalam kegiatan sosial-
kemsyarakatan maupun sosial-politik. Oleh karena itu setiap aktivitas 
masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para 
ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa ulama memang tidak 
menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di 
Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal 
apa yang disebut dengan mufti atau lembaga fatwa. Selain itu, hakikat 
dasar fatwa sesungguhnya hanyalah sebuah legal opinion yang tidak 
mengikat. Namun kenyataannya yang terjadi, fatwa bagi umat Islam 
Indonesia tidak saja dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak 
                                                             
       20 Ibid. hlm 65. 
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mengikat, tetapi lebih jauh dari itu fatwa ulama sudah menjadi acuan dan 
pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 22 
Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan  pihak, namun 
fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai 
kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan 
melahirkan tindakan tahakkum (perbuatan membuat-buat hukum) dan 
tasyarru’ (membuat-buat syari’at baru), keduanya dilarang agama. Di 
Indonesia terdapat banyak ormas Islam dan sebagian dari itu memiliki 
lembaga fatwa. Hanya, banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan 
lembaga fatwa ormas Islam kurang efektik hanya karena menjangkau 
komunitas di organisasi masing-masing. Posisi fatwa sangat penting dalam 
rangka memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat terutama 
berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika menurut 
agama. Dalam memberikan fatwa, para ulama merumuskan persoalan 
yang memerlukan penjelasan sesuai dengan bidang yang diperlukan. Lalu 
diedarkan kepada para ulama yang laun untuk diteliti secara saksama. 
Kalau terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama, diadakan 
pertemuan untuk membahas persoalan tesebut sampai mendapatkan 
rumusan penjelasan utuh dan dapat diterima dan sesuai dengan dalil naqli 
maupun aqli.23 
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Lembaga fatwa bersifat independen yang terdiri dari para ahli ilmu 
dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang 
memadai untuk memberikan keputusa-keputusan ilmiah. Lembaga ini 
dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada sumber pokok Islam 
(Qur’an dan Sunnah) dengan memerhatikan pendapat para ulama 
terdahuli. Di dalam menyikapi dan berinteraksi dengan kelompok yang 
berbeda, lembaga tidak bersikap fanatik mahdzab, kelompok maupun 
negara. Putusan lembaga ini merupakan putusan lembaga, bukan 
perorangan, yang tujuannya untuk mencapai kebenaran dengan menjaga 
kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan-tujuan syara’, realitas keadaan, 
perubahan situasi dan kondisi serta pencurahan segala kemampuan untuk 
menetapkannya. 24 
Majelis Ulama Indonesia sebagi wadah perkhidmatan ulama 
kepada umat Islam di Indonesia mempunyai beberapa fungsi dan tugas, 
yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah memberi fatwa keagamaan di 
Indonesia. Proses fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa dan bertanggung 
jawab mengeluarkan fatwa (ifta’) yang perlu memperhatikan sejulah 
prinsip, kode etik (adab), dan persyaratan sangat ketat. 25 
3. Dasar Penetapan Fatwa 
Fatwa ditetapkan berdasarkan pada al-Qur’an, As-Sunnah/Hadits, 
Ijma’, Qiyas. Keempat hal tersebut merupakan sumber dan dalil hukum 
                                                             
        24 Ibid. hlm 68. 
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syara’ yang disepakati oleh Jumhur ulama. Sedangkan yang lainnya, 
seperti al-Istihsan, al-Istislah, Saddu al Dzari’ah  dan lain sebagainya 
diperselisihkan keberadaannya sebagai dalil hukum. Secara ringkas dasar-
dasar penetapan fatwa MUI sebagai berikut: Pertama, setiap keputusan 
fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta 
tidak bertentangan dengan ijma’, qiyas yang mu’tabar, dan dalil-dalil 
hukum yang lain, seperti Istihsan, masalih mursalah dan sadd az dzari’ah. 
Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau 
pendapat-pendapat para iman madzhab terdahulu, baik yang berhubungan 
dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang 
dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Keempat, pandangan 
tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya 
dipertimbangkan. 26 
Dalam menghadapi persoalan hukum, seorang mufti harus benar-
benar mengetahui secara rinci kasus dipertanyakan, mempertimbangkan 
kemashlahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai 
dari fatwa tersebut. Ulama ushul fiqh mengemukakan persyaratan yang 
harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggugjawabkan 
adalah sebagai berikut: 
a. Adil 
b. Baligh, berakal, dan merdeka 
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c. Memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas 
keilmuan untuk memberi fatwa.27 
Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah fatwa, yaitu 
permasalahan tentang bolehnya memberikan fatwa dengan cara taklid 
(ikut) pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya. Dalam hal ini Ibnu 
al-Qayyim berpendapat: 
a. Seseorang tidak boleh memberi fatwa dengan cara taklid karena ia 
dianggap bukan orang yang berilmu, sedangkan berfatwa tanpa 
mempunyai ilmu dianggap haram. 
b. Apabila tidak ada orang yang mampu berijtihad dengan pendapat yang 
paling benar, memberi fatwa dengan cara taklid diperbolehkan ketika 
sangat dibutuhkan.28 
Abu Husain al-Basri mengatakan, tidak boleh mengambil pendapat 
atau hasil ijtihad dari mujtahid yang masih hidup atas pertanyaan yang 
diajukan padanya. Mayoritas ulama ushul fiqh membolehkan memberi 
fatwa dengan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat 
mengetahui landasan hukum dan jalan pikiran yang dipergunakan mujtahid 
tersebut. Sedangkan Fakhrurrazi mengatakan bahwa seorang mufti boleh 
                                                             
       27 Ibid 
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memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan padanya dengan 
mengambil pendapat mujtahid yang masih hidup.29 
4. Macam-Macam Bentuk Fatwa 
Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, fatwa tentang 
kahalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Kedua, 
fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan 
sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan 
pemikiran dan aliran keagamaan, masalah kesehatan, masalah kenegaraan 
dan lain sebagainya. Ketiga, fatwa yang berkaitan dengan masalah 
ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syariah.30 
Fatwa dalam bentuk pertama dan kedua ditetapkan oleh komisi 
fatwa MUI, sementara fatwa dalam bentuk yang ketiga ditetapkan oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada persoalan-persoalan yang 
krusial fatwa dilakukan melalui forum Ijtima’ Ulama dan Musyawarah 
Nasional (MUNAS) MUI yang merupakan sidang fatwa tertinggi dan 
melibatkan ulama secara nasional. Fatwa-fatwa tentang masalah ibadah 
dan masalah-masalah tentang sistem keagamaan dan sistem-
kemasyarakatan, seperti perkembangan pemikiran dan aliran keagamaan, 
masalah kesehatan, masalah kenegaraan dan lain sebagainya ditetapkan 
langsung oleh komisi fatwa MUI. Namun, pada pembahasan mengenai 
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persoalan-persoalan tertentu, seperti masalah kesehatan dan kedokteran, 
komisi fatwa mengundang para ahli di bidangnya (ahlu al-hibri) untuk 
memberikan penjelasan dan informasi.31 
Proses penetapan fatwa tentang produk makanan, minuman, dan 
kosmetika halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada 
umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan 
bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal 
ini LPPOM-MUI. Lembaga pemeriksa terlebih dahulu melakukan 
penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang telah mengajukan 
permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas dilembaga 
pemeriksa dituangkan dalam “laporan hasil auditing” yang selanjutnya 
dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa. 32 
Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal, secara 
singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, MUI memberikan 
pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksa tentang 
benda-benda haram menurut syari’at Islam, dalam hal ini benda haram li-
dzatihi dan haram li-ghairihi yang karena cara penanganannnya tidak 
sejalan dengan syari’at Islam dengan arti kata, para auditor harus 
mempunyai pengetahuan memadahi tentang benda-benda haram tersebut. 
Di samping itu, para auditor pun diingatkan bahwa yang mereka kerjakan 
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itu merupakan tugas amanat umat dan tanggung jawab agama yang kelak 
akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. 33 
Kedua, para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-
pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang 
dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan secara saksama terhadap ingredient 
produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. b. 
Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. c. Cara 
pemotongan hewan  untuk produk hewani atau mengandung unsur 
hewani.34  
Ketiga, bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan 
tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang 
dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), 
terutama babi dan alkohol, untuk mendapat kepastian. Keempat, 
pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari 
satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan 
mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau 
mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini 
kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga 
lain yang dpandang berkomprtrn, jika perusahaan tersebut tetap 
menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI. 35 
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Kelima, hasil pemeriksaan dan audit lembaga pemeriksa tersebut 
kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing; yang kemudian 
dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat. Keenam, dalam 
rapat komisi Fatwa direktur lembaga pemeriksa menyampaikan dan 
menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti 
dan mendalam oleh peserta rapat Komisi. Ketujuh, suatu produk yang 
masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat 
bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh 
rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan 
penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. Kedelapan, 
produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan 
fatwa halalnya oleh rapat Komisi. Kesembilan, hasil rapat komisi tersebut 
kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa produk halal yang 
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya 
diterbitkan sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, 
direktur lembaga pemeriksaan dan Ketua Umum MUI.36   
5. Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa 
Sistem dan Prosedur penetapan Fatwa (manhaj fi itsbat al-fatwa) 
diharapkan mampu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang 
muncul. Ada tiga pendekatan yang digunakan MUI dalam proses 
penetapan fatwa, yaitu pendekatan nash qath’i, qauli dan manhajj. Bagi 
MUI, penetapan fatwa lewat pendekatan nash saja jelas tidak memadahi 
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karena nash sifatnya sangat terbatas, sedangkan permasalahan yang terjadi 
terus berkembang. Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang pada 
aqwal yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisannya 
sudah berhenti ratusan tahun yang lalu, padahal persoalan-persoalan yang 
timbul terus berlangsung. Keterbatasan pada dua pendekatan tersebut, 
memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan, yaitu 
pendekatan manhaji (metodologis). 
Sistem dan prosedur penetapan Fatwa diatur dengan rumusan 
sebagai berikut: pertama, setiap masalah yang disampaikan kepada komisi 
hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota 
komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum 
disidangkan. Kedua, mengenai masalah yang telah jelas hukumnya 
hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi 
gugur setelah diketahui ada nash nya dari alqur’an dan sunnah. Ketiga, 
dalam masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang 
difatwakan adalah hasil seleksi setelah memperhatikan hasil perbandingan 
hukum agama. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan 
komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang 
berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa dengan ketentuan 
yang berlaku.37 
6. Alasan Mengeluarkan Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Syariah 
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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 
Fatwa tentang Pedoman Penyelengggaraan Pariwisata Syariah dengan 
alasan;  
a. Bahwasannya sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di 
dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman 
penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. 
b. Bahwasannya ketentuan hukum mengenai pedomanpenyelenggaraan 
pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa 
DSN-MUI.38 
7. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 
a. Firman Allah SWT 
1) Q.S. Al-Mulk (67): 15: 
 ِبِكاَنَم يِف اوُش أمَاف الًوُلَذ َضأرَ ألْا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا َوُهاَه اوُلَُكو  ِهِقأزِر أنِم  ۖ 
 ِهأيَلِإَو  ُروُشُّنلا  
Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 
di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan 
hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.39 
 
 
2) Q.S Nuh (71): 19-20: 
 اجاَجِف الًُبُس اَه أ نِم اوُكُل أسَِتلااطاَسِب َضأرَ ألْا ُمُكَل َلَعَج ُهَّللاَوا  
                                                             
       38 Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 1 
 
       39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm 563. 
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Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, Supaya kamu 
menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.40 
3) QS. Al-Jumu’ah (62): 10: 
 ُةَلًَّصلا ِتَيِضُق اَذِإَف َتأ باَو ِضأرَ ألْا يِف اوُرِشَتأ نَاف ِهَّللا ِل أضَف أنِم اوُغ
 َنوُحِل أف ُت أمُكَّلَعَل ااريِثَك َهَّللا اوُرُكأذاَو 
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung41 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH PADA PENYELENGGARAAN 
HOTEL MULTAZAM SYARIAH  
A. Deskripsi Umum Hotel Multazam Syariah 
1. Profil Hotel Multazam Syariah 
  Hotel Multazam Syariah merupakan hotel yang memiliki branding 
syariah di daerah Surakarta. Hotel ini dibangun oleh sang pemilik yang 
bernama Indras Fatmawati, adapun alasan hotel syariah tersebut didirikan  
karena sang pemilik ingin menjalankan bisnis properti yang sesuai dengan 
aturan Islam oleh karena itu membangun hotel syariah. Hotel tersebut 
dinamakan hotel Multazam karena mengambil filosofi dinding Ka’bah 
yang terdapat diantara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah, dimana tempat ini 
diyakini oleh umat Islam sebagai tempat yang mustajab untuk 
memanjatkan doa kepada Allah.  
  Pada bulan Desember tahun 2016 Hotel Multazam Syariah mulai 
beroperasi dan dinyatakan dibuka, mulailah perencanaan untuk 
memasarkan hotel multazam kepada masyarakat. Hotel Multazam Syariah 
sendiri merupakan hotel  menyediakan 4 jeniskamar yaitu president suite, 
suite, deluxe, superior. Dalam operasional yang tergolong baru tentu masih 
banyak fasilitas yang belum tersedia di hotel ini, maka satu persatu 
fasilitas yang belum ada dilengkapi. Pada bulan Januari 2017 masuk 
beberapa fasilitas penunjang berupa pemanas air dan genset, dan fasilitas 
lainnya. Hotel multazam sudah mulai dikenal oleh masyarakat terbukti 
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sudah banyak pengunjung yang menjadi tamu pengguna hotel multazam 
serta sudah seringnya melaksanakan meeting di hotel ini.  
  Hotel Multazam Syariah merupakan hotel berkonsep syariah yang 
menyuguhkan arsitektur dan interior yang bernuansa islami. Komitmen 
kami adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dan sensasi menginap di 
syar’ah hotel dengan kesan terbaik yang tidak akan terlupakan. Terdapat 
32 kamar yang tersedia, 1 President Suite Room, 7 Suite Rooms, 6 deluxe 
Rooms, 18 Superior Room yang disediakan untuk memberikan 
kenyamanan dan memberikan kesan yang terbaik bagi perjalanan bisnis 
maupun liburan pengunjung hotel.
1
 
  Seluruh kamar yang ada dilengkapi dengan fasilitas antara lain 
ketersediaan air dingin dan air panas untuk kamar mandi, TV dengan 
channel internasional, sajadah dan alqur’an disetiap kamar, akses internet 
cepat diseluruh area hotel, dan lain-lain. Restoran dengan atmosphere dan 
suasana yang nyaman juga kami hadirkan untuk memberikan kepuasan 
dan kenyamanan dalam menemani makan siang atau makan malam 
pengunjung hotel. Dilengkapi dengan ballroom, meeting room yang bisa 
menampung 20-500 orang dengan pegawai hotel yang siap untuk 
memberikan pelayanan terbaik untuk event-event yang akan 
diselenggarakan. 
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  Adapun ayat dan Hadits yang digunakan sebagai dasar 
pengambilan nama Hotel Multazam Syariah adalah: 
- QS. Al-Maidah (5): 4 
 ُْمَلَ َّلِحُأ اَذاَم َكَنُوَلأْسَي  ۖ  ُتاَب ِيَّطلا ُمُكَل َّلِحُأ ْلُق  ۖ  َينِب ِلَكُم ِِحراََوْلْا َنِم ْمُتْمَّلَع اَمَو
 َُّللَّا ُمُكَمَّلَع اَّمِ َّنُه َنوُم ِلَع ُت  ۖ  ِهْيَلَع َِّللَّا َمْسا اوُرُْكذاَو ْمُكْيَلَع َنْكَسْمَأ اَّمِ اوُلُكَف  ۖ 
 َ َّللَّا اوُقَّ تاَو  ۖ  ِْلا ُعِيرَس َ َّللَّا َّنِإ ِباَس 
   
  Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi 
mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 
yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih 
nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan 
Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, 
dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-
Nya.
2
 
 
- QS. Al-Shaaf (61): 10 
َاي  ٍمِيلَأ ٍباَذَع ْنِم ْمُكيِجْن ُت ٍَةرَاِتِ ٰىَلَع ْمُكُّلُدَأ ْلَه اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ  
 (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di 
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.
3
 
 
- Hadits tentang memuliakan tamu: 
   :َلَاق ملسو هيلع الله ىلص ِالله َلوُسَر َّنَأ هنع الله يضر َةَر ْيَرُه بَِأ نَع 
  ِموَيلاَو ِللهِاب ُنِمُؤي َناَك ْنَمَو ،ْتُمْصَِيل وَأ ًاَر ْ يَخ ْلُق َيْل َف ِرِخلآا ِمْو َيلاَو ِللهِاب ُنِمُؤي َناَك ْنَم(
 ِرْكُيْل َف ِرِخلآا )ُهَف ْ يَض ِْمرْكُيْل َف ِرِخلآا ِموَيلاو ِللهِاب ُنِمُؤي َناَك ْنَمو ،َُهراَج ْم–  يراخبلا هاور
ملسمو 
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  Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik 
atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, 
maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan 
tamunya”.4 
 
2. Visi dan Misi Hotel Multazam Syariah 
 Visi dalam perusahan adalah pandangan jauh ke depan, kemana 
perusahaan-perusahaan tersebut akan dibawa atau gambaran apa yang 
diinginkan oleh perusahaan. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu 
kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, 
meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Sedangkan Misi dalam 
organisasi atau perusahaan adalah suatu tindakan untuk mewujudkan atau 
merealisasikan apa yang menjadi visi dari perusahaan. 
 Adapun Visi dan Misi pada Hotel Multazam Syariah ialah 
Visi:  
1. Menjadi hotel islami bermanajemen syariah dan profesional pilihan 
utama masyarakat Indonesia. 
2. Menjadi hotel pilihan utama masyarakat Indonesia berbasis 
manajemen syariah 
3. Menjadi rumah kedua bagi para tamu 
Misi:  
1. Menyediakan produk-produk yang halalan tayyiban. 
2. Memberikan pelayanan yang islami dan profesional. 
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3. Lokasi Hotel Multazam Syariah 
 Hotel Multazam Syariah berada di jalan Garuda Mas No. 4B, 
Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 
57169. Yang mana secara geografis berada di tengah kota dekat dengan 
stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, dan bandara. Dengan keberadaan 
hotel tersebut ditengah-tengah kota Solo maka menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para pengunjung hotel untuk memilihnya sebagai tempat 
menginap dan beristirahat bersama keluarga dengan pelayanan yang 
bernuansa islami dan mengedepankan kesopanan, keramahan, kebersihan 
dalam menyambut dan melayani tamu atau pengunjung hotel. 
 Berikut lokasi disekitar Hotel Multazam Syariah yang dapat di 
kunjungi oleh para tamu hotel:
5
 
a. Pondok Assalam ± 1 menit 
b. Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta ± 1 menit 
c. Mall TransMart ± 2 menit 
d. RS Ortopedi ± 2 menit 
e. Solo Square Mall ± 5 menit 
f. Bandara Adi Sumarmo ± 15 menit 
g. Stasiun Purwosari ± 10 menit 
4. Struktur pengurus di Hotel Multazam Syariah. 
Struktur pengurus yang ada di Hotel Multazam Syariah ialah 
sebagai berikut: 
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a. Owner dan pimpinan hotel : Indras Fatmawati 
Adapun tugas dari owner sekaligus pimpinan hotel yaitu; 
1) Memimpin usahanya, Hotel Multazam Syariah 
2) Mengambil dan menentukan kebijakan guna memajukan Hotel 
Multazam Syariah 
3) Bertanggung jawab secara penuh atas jalannya Hotel Multazam 
Syariah 
4) Pimpinan hotel berhak untuk mengangkat dan memberhentikan 
karyawan, serta menunjuk karyawan sebagai perwakilan dalam 
menjalankan operasional hotel. 
b. Front office department : Suparno (Supervisor front office) 
Adapun tugas dari front office department yaitu;
6
 
1) Menjual dan menawarkan produk dan layanan yang tersedia kepada 
tamu hotel 
2) Melayani tamu hotel dalam melakukan check in dan check out. 
3) Memberikan informasi tentang layanan didalam dan diluar hotel 
4) Menyelesaikan administrasi, pencatatan, dan pendaftaran tamu 
hotel. 
5) Memberikan kesan yang positif serta menampung kritik dan saran 
tamu hotel yang sedang menginap 
6) Memantau mobilitas hotel pada cctv yang ada di lobby hotel 
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7) Bekerja sama dengan bagian lain dalam melayani tamu hotel 
selama check in.  
c. Sales and marketing department :  
1) Sales executive : Dessy Ayu K 
2) Sales Admin : Anik 
Adapun tugas dari Sales and marketing department yaitu:
7
 
a) Memimpin dan mengkoordinir operasional hotel  
b) Bertanggung jawab atas perkembangan hotel Sebagai wakil dan 
pemimpin hotel untuk mengambil kebijakan tentang operasional 
hotel dalam memajukan hotel Multazam Syariah 
c) Membuat strategi dan mengevaluasi internal untuk perkembangan 
hotel Multazam Syariah 
d) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring atas 
operasional hotel Multazam Syariah. 
d. Finance and Accounting department: 
1) Accounting : Alfiatun 
2) Finance control : Siti Tugiwati 
3) Purchasing : Anggit Kartika  
Adapun tugas dari Finance and Accounting department ialah: 
a) Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan hotel 
b) Mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran hotel 
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c) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan pada pimpinan 
hotel 
d) Merapikan dan menerbitkan pencatatan keuangan hotel 
e) Menyusun dan membuat laporan keuangan bulanan. 
e. Human Resource Department:  
1) Human Resource : Farid Usman 
2) Supervisor Security : Nugroho 
3) Driver : Muchlis 
Tugas dari Human Resource department ialah: 
8
 
a) Mengelola sumber daya manusia yang ada pada hotel Multazam 
Syariah 
b) Menerima dan mengangkat karyawan baru 
c) Menyelenggarakan semua administrasi kepegawaian dan kegiatan 
karyawan 
d) Mengadakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan 
profesionalisme terhadap tamu hotel. 
f. Engineering Department :  
1) Supervisor engineering : Haryono 
Tugas dari Engineering department ialah:
9
 
a) Membuat design hotel agar dapat membuat calon tertarik 
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b) Mengatur semua sarana dan prasarana yang terdapat dalam hotel 
c) Mengatur semua tatanan interior dan eksterior di hotel, terutama 
kamar hotel 
d) Menentukan ornamen-ornamen hotel yang akan di display 
b. Housekeeping department :  
1) Supervisor housekeeping : Suyatno 
2) Public area : Ahmad 
Tugas dari Housekeeping department ialah:
10
 
a) Memelihara dan membersihkan kamar-kamar tamu hotel 
b) Menjaga kebersihan area-area umum hotel atau public area 
c) Melaporkan status kamar ke bagian front office 
h. Food and Beverage department : 
1) Supervisor Food and Beverage Service: Didik 
2) Supervisor Food and Beverage Product: Sohib 
Tugas dari Food and Beverage department ialah:
11
 
a) Mengolah bahan makanan dan membuat makanan 
b) Melayani penghidangan atau menghidangkan makanan kepada 
tamu 
c) Bertanggung jawab atas pelayanan penyajian makanan dan 
minuman kepada tamu 
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5. Produk dan Fasilitas Hotel Multazam Syariah 
 Hotel Multazam Syariah memiliki 32 kamar; 1 president suite, 7 
suite, 6 deluxe, 18 superior. Selain itu, Hotel Multazam Syariah juga 
menyediakan  fasilitas Meeting room dengan 5 tipe pilihan yaitu; Coffee 
break, halfday, oneday, fullday, dan fullboard,  restoran, dan ballroom. 
12
 
  Adapun daftar jenis dan harga kamar adalah sebagai berikut:  
Room Type SGL/DBL 
President Suite Rp 1.000.000/nett 
Suite Rp 750.000/nett 
Deluxe Rp 600.000/nett 
Superior Rp 500.000/nett 
Sumber: brosur Hotel Multazam 
 Harga di atas sudah termasuk pajak dan layanan, termasuk free 
breakfast untuk 2 orang. Adapun pembayaran dilakukan dimuka pada saat 
check in. Berikut ini fasilitas yang disediakan;
13
 
a. Kamar hotel 
1) President suite  
 President suite  merupakan kamar dengan tipe elegan serta mewah 
dan didesain dengan nuansa Islami serta fasilitas lengkap daripada 3 
tipe kamar lainnya. Di Hotel Multazam Syariah hanya ada 1 kamar 
dengan tipe ini, biasanya kamar dengan tipe ini untuk kebutuhan tamu 
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terutama para bussiness atau keluarga dengan fasilitas hotel bintang  
Fasilitas yang ada di kamar president suite yaitu:  
a) King size bed 
b) Twin bed 
c) Kitchennette 
d) Bathrobe 
e) Living room 
f) LED TV dengan channel internasional 
g) Alat ibadah 
h) Hot and cold water shower  
i) Free wifi access 
j) 24 hours room service 
k) Refrigerator 
l) Tea and coffee maker 
2) Suite room     
 Suite room merupakan tipe kamar dibawah president suite tetapi 
tetap didesain elegan dan mewah hanya saja fasilitasnya sedikit 
berbeda dan ukuran luas kamar yang berbeda pula. Tipe hotel ini 
tersedia sebanyak 7 kamar. Adapun fasilitas di suite room yaitu; 
a) King bed 
b) Twinbed 
c) LED TV dengan channel internasional 
d) Alat ibadah 
56 
 
e) Hot and cold water shower  
f) Free wifi access 
g) 24 hours room service 
h) Refrigerator 
i) Tea and coffee maker 
3) Deluxe room 
 Deluxe room merupakan kamar dengan tipe standar didesain 
dengan nuansa Islami serta fasilitas yang lengkap tetapi tidak 
selengkap dengan 2 tipe kamar president suite dan suite room. Di 
Hotel Multazam Syariah ada 6 kamar dengan tipe ini, biasanya kamar 
dengan tipe ini untuk kebutuhan tamu acara keluarga dalam jangka 
waktu yang relatif lama atau untuk liburan di kota Solo. Fasilitas yang 
ada di kamar deluxe room yaitu: 
a) Doube bed 
b) LED TV dengan channel internasional 
c) Alat ibadah 
d) Hot and cold water shower  
e) Free wifi access 
f) 24 hours room service 
g) Tea and coffee maker 
4) Superior room 
 Superior room merupakan kamar dengan tipe standar didesain 
dengan nuansa Islami serta fasilitas yang lengkap tetapi tidak 
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selengkap dengan  tipe kamar lainnya. Di Hotel Multazam Syariah ada 
6 kamar dengan tipe ini, biasanya kamar dengan tipe ini untuk 
kebutuhan tamu acara keluarga dalam jangka waktu yang relatif lama 
atau untuk liburan di kota Solo. Fasilitas yang ada di kamar superior 
room yaitu: 
a) Single bed 
b) LED TV dengan channel internasional 
c) Alat ibadah 
d) Free wifi access 
e) 24 hours room service 
b. Meeting room 
 Hotel Multazam Syariah menyediakan fasilitas meeting room 
dengan kapasitas hingga 100 pax. Meeting room di hotel multazam 
syariah dibagi menjadi 5 tipe pilihan, diantaranya coffee break, 
halfday, oneday, fullday, dan fullboard. adapun rinciannya adalah 
sebagai berikut ini :
14
 
Meeting coffee break :  
a) Rp 45.000 nett/pax, minimal 25 pax 
b) Ruang meeting selama 4 jam 
c) LCD proyektor 
d) Free wifi 
e) Coffee break 1x 
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Meeting halfday : 
a) Rp 85.000 nett/pax 
b) Ruang meeting selama 4 jam 
c) LCD Proyektor 
d) Free wifi 
e) Coffee break 1x 
f) Lunch 1x 
Meeting oneday : 
a) Rp 125.000 nett/pax 
b) Ruang meeting selama 9 jam 
c) LCD Proyektor 
d) Free wifi 
e) Coffee break 2x 
f) Lunch 1x 
Meeting fullday :  
a) Rp 165.000 nett/pax 
b) Ruang meeting selama 10 jam 
c) LCD Proyektor 
d) Free wifi 
e) Coffee break 2x 
f) Lunch 1x 
g) Dinner 1x 
Meeting fullboard :  
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a) Rp 350.000 nett/pax 
b) Ruang meeting selama 10 jam 
c) LCD Proyektor 
d) Free wifi 
e) Coffee break 2x 
f) Lunch 1x 
g) Dinner 1x 
h) Double occupancy 
i) Breakfast 1x untuk 2 orang. 15 
c. Sewa ruang 
 Hotel multazam juga menyediakan fasilitas sewa ruang yang dapat 
digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya : 
1) Ballroom : Rp 8.000.000/4 jam 
2) Meeting room : Rp 750.000/4 jam16 
d. Restoran Amanah di Hotel Multazam Syariah 
 Amanah resto merupakan restoran di Hotel Multazam Syariah 
mengusung konsep indonesian food yang berarti cita rasa dan menu 
hidangan khas Indonesia. Tetapi tamu juga bisa memesan makanan 
western sesuai menu yang disediakan pada hari itu. Meskipun di hotel 
ini makanan belum tersertifikasi halal, tetapi sudah sesuai dengan 
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syariat Islam yang berarti tidak menggunakan bahan yang terlarang 
dan proses yang sesuai aturan. 
17
 
6. Prosedur Pemesanan Kamar di Hotel Multazam Syariah 
Pemesanan kamar Hotel Multazam Syariah dapat dilakukan 
dengan cara langsung di resepsionis, online, maupun dengan cara telepon. 
Untuk pemesanan yang dilakukan melalui telepon, manajemen hotel 
menetapkan aturan deposit terlebih dahulu minimal seharga satu malam 
dari tipe kamar yang akan dipesan untuk kepastian pemesanan. Untuk 
pemesanan yang dilakukan melalui online harus sesuai dengan aturan pada 
aplikasi tersebut, karena jika tidak sesuai atau ada yang keliru maka secara 
otomatis aplikasi tersebut tidak dapat dijalankan lagi. Ketika pemesanan 
dilakukan secara langsung, pembayaran dapat dilakukan pada saat itu juga 
kepada pegawai front office hotel. Ketentuan check in yang berlaku di 
Hotel Multazam Syariah dimulai dari jam 14.00 WIB dan check out pada 
jam 13.00 WIB keesokan harinya. Setiap keterlambatan check out hingga 
pukul 15.00 WIB, manajemen hotel membebankan tarif tambahan sebesar 
15% dari tarif normal kamar yang dipesan oleh tamu. Jika keterlambatan 
di atas jam 16.00, maka dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif 
normal dan apabila keterlambatan di atas jam 18.00 WIB, manajemen 
hotel memberikan full charge. 
7. Tata Tertib Tamu Hotel Multazam Syariah 
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 Demi menjaga keamanan dan kenyamanan serta menjaga nuansa 
islami pada Hotel Multazam Syariah, pengelola hotel memberlakukan 
aturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi. Adapun tata tertibnya ialah; 
18
 
a. Tamu hotel wajib membawa tanda pengenal, baik KTP, SIM, atau 
Paspor yang masih berlaku dan terjamin data pribadinya. 
b. Membayar harga kamar sesuai dengan ketentuan 
c. Tidak diperkenankan membawa pasangan yang bukan muhrim nya, hal 
ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan data pribadi masing-masing 
pihak. 
d. Tidak diperkenankan melakukan tindak asusila yang merugikan orang 
lain 
e. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam, yang dapat 
membahayakan tamu lainnya. 
f. Tidak diperkenankan membawa buah yang beraroma menyengat, 
misalnya buah durian.  
g. Tidak diperkenankan membawa dan menggunakan sepatu roda di area 
hotel  
h. Tidak diperkenankan membawa binatang peliharaan yang bisa 
diindikasikan membahayakan orang lain. 
i. Tidak boleh menimbulkan kegaduhan di area hotel 
j. Tamu harus bersedia bertanggung jawab jika merusak/ menghilangkan 
barang milik hotel 
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k. Mematuhi batasan waktu check in dan check out yang telah ditetapkan 
pihak hotel 
l. Dilarang memutar musik dan memainkan alat musik segala jenis 
diseluruh area hotel. Jika diketahui melakukan hal tersebut maka pihak 
hotel berhak menghentikan atau mematikan musik tersebut secara 
sepihak. 
B. Pelaksanaan Prinsip Syariah di Hotel Multazam Syariah Berdasarkan 
Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X2016 
 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 
108/DSN-MUI/X/2016 terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus 
dimiliki atau diterapkan di setiap hotel yang berbasis syariah. Adapun 
pelaksanaan prinsip syariah di Hotel Multazam Syariah berdasarkan 
ketentuan fatwa ialah sebagai berikut:  
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan 
tindakan asusila 
 Hotel Multazam Syariah dalam menerima tamu bersifat universal, 
yang berarti siapapun dapat diterima, tidak hanya muslim saja tetapi 
non muslim juga. Di dalam kamar tidur tamu tidak tersedia akses 
pornografi dan tindakan asusila. Bagi tamu non muhrim yang ingin 
berkunjung harus menemuinya di Lobby atau di luar kamar. Adanya 
ketentuan ini maka pihak Hotel Multazam Syariah benar-benar 
melakukan seleksi yang tepat terhadap calon tamu yang akan menginap. 
Hotel Multazam Syariah mengharuskan tamu yang akan menginap 
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dapat menunjukkan identitas yang  dapat berupa KTP, SIM, dan kartu 
nikah jika diperlukan. Siaran televisi di dalam kamar sudah disortir oleh 
pihak hotel agar tidak ada tayangan-tayangan yang mengandung unsur 
pornografi, tetapi hanya terdapat siaran lokal dan siaran syiar Islam. 
Pihak hotel juga telah memberi kode keamanan pada televisi agar tamu 
hotel tidak dapat mengubah-ubah siaran televisi.
19
 
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 
pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila 
 Hotel Multazam Syariah tidak menyediakan segala jenis fasilitas 
yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang 
muslim (kemusrikan), misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa, 
ataupun furniture dan hiasan lainnya yang dianggap dapat 
menyekutukan Allah. Dalam hal ini pihak hotel hanya menyediakan 
ornamen dan dekorasi disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan Islam 
serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen seperti patung 
ditiadakan, begitu juga dengan lukisan makhluk hidup yang dihindari 
oleh pihak hotel dan diganti dengan ornamen lain seperti kaligrafi.
20
 
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah 
mendapat sertifikat halal dari MUI 
 Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Hotel Multazam Syariah 
belum memiliki sertifikasi Halal dikarenakan ada kendala saat 
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mengurus sertifikasi, namun pihak hotel akan mengupayakan agar 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pihak Hotel Multazam 
Syariah menyadari betul pentingnya sertifikasi Halal pada restoran 
hotel agar terciptanya rasa nyaman ketika menyantap hidangan yang 
tersedia di hotel dan untuk menghindari unsur-unsur haram yang masuk 
di wilayah Hotel Multazam Syariah. Meskipun hotel Multazam Syariah 
belum mendapatkan sertifikasi halal, dalam operasionalnya tetap 
menjaga unsur-unsur bahan makanan yang masuk, pihak hotel 
menyeleksi betul barang-barang yang akan dihidangkan kepada tamu 
hotel.
21
 
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci 
 Hotel Multazam Syariah memudahkan tamunya dalam beribadah. 
Telah tersedia perlengkapan sholat lengkap di setiap kamar hotel 
beserta alquran, atau dapat pula tamu beribadah di musholla hotel yang 
juga lengkap perlengkapan sholatnya dan berlaku untuk umum. 
Musholla untuk umum sengaja ditempatkan di lantai dasar dengan 
maksut agar bisa diakses dengan mudah oleh siapapun. Terkait dengan 
fasilitas bersuci Hotel Multazam Syariah belum menyediakan disetiap 
kamar, hanya berupa kamar mandi. Untuk Musholla umum disediakan 
juga tempat untuk berwudhu, dimana laki-laki dan perempuan 
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dibedakan tempatnya agar menimbulkan rasa yang aman ketika hendak 
bersuci.
22
 
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian 
yang sesuai dengan syariah 
 Hotel Multazam Syariah mewajibkan kepada seluruh karyawan 
dan karyawati hotel untuk memakai pakaian yang sopan dan sesuai 
dengan prinsip Syariah. Bagi karyawan pihak hotel mengharuskan 
memakai pakaian yang tidak ketat. Sedangkan bagi karyawati, pihak 
hotel mengharuskan memakai jilbab yang sampai menutupi dada, 
lengan tidak boleh kelihatan dan kaki harus tertutup dengan kaos kaki. 
Kebiasaan yang selalu ditekankan oleh pengelola hotel kepada 
karyawan/karyawati hotel yaitu selalu senyum dan mengucapkan salam 
jika bertemu dengan sesama karyawan, atasan dan tamu/pengunjung 
hotel.
23
 
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 
prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan 
hotel yang sesuai dengan prinsip syariah 
 Hotel Multazam Syariah dalam menjalankan praktiknya telah 
memiliki pedoman prosedur pelayanan hotel, dengan adanya peraturan 
ini pihak hotel akan berusaha melengkapi dan membuat suatu pedoman 
pelayanan hotel agar sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam 
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fatwa ini. Pihak hotel menyadari pentingnya prosedur pelayanan hotel 
agar dapat melayani tamu dengan baik dan maksimal. Hal ini juga 
untuk menjaga tamu hotel agar tidak berpindah kelain tempat karena 
sudah mendapar rasa nyaman di Hotel Multazam Syariah ini.
24
 
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah 
dalam melakukan pelayanan; 
Pengelola hotel dalam praktiknya sudah menggunakan Lembaga 
Keuangan Syariah untuk uurusan transaksi upah para 
karyawan/karyawatinya melalui perantara bank syariah . Terkait  
masalah transaksi tamu kepada pihak hotel, pihak hotel juga telah 
melaksanakan ketentuan ini dengan menggunakan bank syariah 
sebagai mitra nya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 
menggunakan perantara bank konvensional dalam masalah 
pembayaran jika tamu hotel tidak memilki akses bank syariah.
25
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BAB IV 
ANALISIS HOTEL MULTAZAM SYARIAH BERDASARKAN FATWA 
DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 
A. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap 
Pariwisata Syariah di Hotel Multazam Syariah 
Hotel Multazam Syariah merupakan hotel syariah yang sedang 
berkembang di kawasan Soloraya. Hotel ini berada di tempat yang 
strategis karena berada di pusat keramaian, sehingga menjadi daya tarik 
tersendiri bagi para calon tamu yang akan menginap atau untuk 
memanfaatkan fasilitas lain yang tersedia di hotel ini.  
Dalam menerima tamu Hotel Multazam Syariah menggunakan 
akad ijarah dalam melakukan transaksi, melalui akad ijarah tamu dapat 
menginap di kamar hotel yang telah disediakan. Melalui akad ijarah 
tersebut muncullah biaya yang harus dikeluarkan oleh tamu kepada pihak 
hotel melputi biaya penginapan kamar sesuai dengan durasi yang 
diinginkan oleh tamu tersebut. Dalam transaksi ijarah  harus ada 
kesepakatan antara kedua belah pihak, disini yang menjadi subyeknya 
ialah tamu dan pihak hotel. Calon tamu hotel harus sepakat mengenai 
peraturan yang telah dibuat oleh pihak hotel dari check in sampai dengan 
check out. Kalaupun ada hal yang dilanggar maka tamu tersebut juga harus 
bersedia menerima sanksi. Begitu juga dengan pihak hotel, karyawan 
harus memberikan pelayanan yang terbaik ketika sedang melayani tamu, 
termasuk bersikap ramah terhadap tamu, berpakaian yang rapi, dan berlaku 
sopan santun terhadap tamu hotel.  
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Bagi tamu yang akan menginap di Hotel Multazam Syariah ada 
peraturan yang harus dipatuhi yaitu tamu harus menyerahkan atau 
menunjukkan identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor atau dokumen lainnya 
yang bisa memastikan bahwa data tersebut benar, serta menunjukkan 
bahwa tamu tersebut muhrimnya. Dalam menerima tamu, Hotel Multazam 
Syariah bersifat universal artinya tidak hanya muslim saja yang diterima 
tetapi non muslim juga. Jika sudah memenuhi administrasi tersebut maka 
proses selanjutnya yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan tipe kamar 
yang akan ditempati. Pembayaran dilakukan diawal, dapat dilakukan 
secara tunai atau melalui kartu ATM sejenisnya baik konvensional maupun 
syariah.  
Dengan menerapkan ketentuan-ketentuan syariah, Hotel Multazam 
Syariah dapat menjalankan bisnis sesuai syariah sebagaimana mestinya 
melalui fasilitas dan layanan yang dapat memberikan kemanfaatan dari 
berbagai aspek, baik aspek di dunia mamupun di akhirat. Sejak awal Hotel 
Multazam Syariah berdiri, hotel ini sudah menerapkan ketentuan tersebut 
secara berkala oleh pihak manajemen walaupun belum mendapat sertifikat 
MUI, walaupun belum tersertifikasi pihak hotel terus berupaya melakukan 
operasional sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar syariat-
syariat Islam.  
Fasilitas yang disediakan oleh Hotel Multazam Syariah berupa 
kamar, meeting room, ballroom, fasilitas ibadah, fasilitas wifi yang sudah 
terjamin keamanannya sehinga tidak dapat digunakan untuk mengakses 
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yang tidak sesuai dengan tuntunan. Terkait dengan fasilitas lainnya, di 
Hotel Multazam tidak menyediakan fasilitas hiburan, selain itu Hotel 
Multazam Syariah juga menyediakan restaurant , restoran ini memang 
belum tersertifikasi halal tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam dan 
terhindar dari unsur haram.  
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016  Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Syariah terdapat beberapa ketentuan yang 
harus ditaati dan diterapkan disetiap operasional hotel yang berbasis 
syariah. Jika hotel syariah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah 
tercantum di Fatwa DSN-MUI, maka hotel tersebut dianggap melanngar 
ketentuan-ketentuan yang ada pada Fatwa.  
Adapun ketentuan hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 beserta analisisnya ialah sebagai berikut: 
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi 
dan tindakan asusila.  
Dalam ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI 
dijelaskan bahwasanya dalam penyelenggaraan hotel syariah tidak 
diperkenankan menyediakan fasilitas yang mengarah pada unsur 
pornografi dan asusila. Jika melanggar peraturan ini, berarti hotel tidak 
mematuhi aturan dan tidak melaksankan ketentuan yang telah diatur. 
Hotel Multazam Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan 
operasionalnya menyediakan fasilitas lain selain fasilitas utama, tetapi 
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demi menghindarkan dari unsur yang dilarang oleh peraturan yang 
tertuang dalam Fatwa DSN-MUI maka Hotel Multazam Syariah   tidak 
menyediakan fasilitas yang mengarah pada tindakan pornografi ataupun 
tindakan asusila. Hal ini dibuktikan dengan adanya perangkat keamanan 
yang terhubung dengan jaringan wifi pada hotel sehingga tamu tidak 
bisa mengakses situs terlarang. Selain itu, fasilitas yang diberikan ialah 
TV yang tersedia disetiap kamar, saluran TV yang terpasang juga telah 
dipilih oleh pihak hotel sehingga tidak memuat saluran konten pornografi.1 
Terkait dengan penjelasan diatas, dalam praktiknya Hotel Multazam 
Syariah telah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan pertama 
Fatwa DSN-MUI karena tidak menyediakan fasilitas akses pornografi 
dan tindakan asusila. Adapun untuk menghindari tindak asusila, 
pengunjung hotel diwajibkan memiliki identitas yang kebenarannya , 
dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan KTP/Pasport/ Kartu Nikah. 
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang 
mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak 
asusila. 
Sama halnya dengan ketentuan pertama, ketentuan kedua dalam 
Fatwa DSN-MUI masih membahas terkait dengan fasilitas, adapun hal 
yang membedakan ketentuan pertama dengan kedua ialah; jika yang 
pertama lebih ke akses, sedangkan yang kedua pada fasilitas hiburan. 
Fasilitas hiburan disini dapat dimaksud  dengan kolam renang, pub, 
                                                             
       1 Setyo Purwadi, Selaku Tamu di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 02 Februari 
2019, jam 09.00 WIB  
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lounge, ataupun bar yang biasanya tersedia pada hotel konvensional. 
Pada hotel syariah tidak diperkenakan menyediakan fasilitas ini, karena 
dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang sifatnya mengarah pada 
kemaksiatan, pornografi dan/atau tindak asusila.  
Hotel Multazam Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan 
operasionalnya tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti yang ada 
pada hotel konvensional. Hotel Multazam Syariah menyediakan 
fasilitas lobby yang dapat digunakan sebagai rest area bagi tamu. 
Dengan berbagai pertimbangan hotel juga tidak menyediakan fasilitas 
lounge & bar. Tetapi, Hotel Multazam tetap menyediakan restoran 
sebagai alternatif bagi tamu. Restoran disini dikemas dengan nyaman, 
yang bertujuan juga sebagai tempat hiburan jika ingin berada selain 
diluar kamar hotel.2 
Berdasarkan penjelasan diatas Hotel Multazam Syariah sudah 
menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa 
pada praktiknya telah sesuai dengan ketentuan kedua dengan tidak 
menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, 
maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. 
3. Makanan dan Minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah 
mendapat sertifikat halal dari MUI. 
Dalam ketentuan ketiga, Fatwa DSN-MUI menyebutkan 
bahwasannya makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah 
                                                             
       2 Intan Sari Selaku Tamu di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2019, 
jam 11.00 WIB 
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wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.  Ketentuan tersebut 
mengharuskan makanan dan minuman harus mendapat sertifikat halal 
dari MUI, jika belum mendapatkan maka pada praktik hotel tersebut 
belum sesuai dengan yang difatwakan. 
Hotel Multazam Syariah dalam operasionalnya menyediakan 
fasilitas restoran yang didalamnya terdapat berbagai jenis makanan dan 
minuman yang disediakan. Makanan dan minuman yang disediakan 
oleh Hotel Multazam Syariah memang belum mendapatkan sertifikasi 
halal tetapi cara pengolahan, tempat penyajian makanan dan minuman, 
dan bahan-bahan yang digunakan terhindar dari unsur yang dilarang 
oleh agama. Untuk menghindari unsur yang dilarang oleh agama, 
makanan dan minuman yang disediakan berupa cita rasa khas Indonesia 
saja, tidak menyediakan makanan yang berbau western. Selain itu, 
restoran juga melayani makanan berdasarkan permintaan tamu, sejauh 
masih dalam batas yang wajar. Hotel Multazam Syariah sadar betul 
bahwa sertifikasi halal sangatlah penting. Oleh karena itu pihak hotel 
tidak tinggal diam, akan berusaha mendapatkan sertifikasi tersebut demi 
kenyamanan para tamu dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. 3 
Berdasarkan uraian diatas Hotel Multzam dalam menjalankan bisnis 
tersebut terbukti tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Fatwa 
DSN-MUI, dalam fatwa disebutkan harus memiliki sertifikiat halal, 
tetapi pada operasionalnya tidak ada sertifikasi meskipun telah sesuai 
                                                             
       3 Nathania , Selaku Tamu di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2019, 
jam 09.00 WIB 
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dengan aturan yaitu menyediakan makanan yang terhindar dari unsur 
haram. 
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 
pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. 
Ketentuan keempat dalam Fatwa DSN-MUI menjelaskan 
bahwasannya hotel syariah harus menyediakan fasilitas yang dapat 
dimanfaatkan untuk ibadah oleh tamu yang menginap. Mengingat hotel 
yang berbasis syariah akan sangat aneh jika tidak menyediakan fasilitas 
ini. fasilitas yang dimaksud dalam hal ini ialah untuk melaksanakan 
ibadah sholat, peralatan yang digunakan dan sarana yang digunakan 
untuk melaksanakan wudhu dan tayamum.  
Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dalam menjalankan 
operasionalnya Hotel Multazam Syariah telah melaksanakan ketentuan 
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas ibadah berupa 
Musholla yang terdapat di area hotel, peralatan ibadah berupa mukena 
dan Al qur’an yang tersedia disemua kamar, tetapi tidak semua kamar 
menyediakan fasilitas untuk bersuci dan penunjuk arah kiblat yang ada 
disetiap kamar. Selain itu ada tempat bersuci yang ditempatkan secara 
terpisah bagi laki-laki dan perempuan yang akan melaksanan ibadah di 
Musholla hotel.  
Terkait dengan uraian diatas, Hotel Multazam dalam praktiknya 
sudah menjalankan ketentuan keempat dalam Fatwa DSN-MUI dengan 
menyediakan fasilitas ibadah,  peralatan berupa mukena dan alqur’an 
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serta sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah berupa arah 
kiblat, dan juga Musholla disertai dengan tempat berwudhu. 
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan 
pakaian yang sesuai dengan syariah. 
Dalam Fatwa DSN-MUI ketentuan kelima mengatur terkait dengan 
penggunaan pakaian, pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib 
mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. sebagai hotel syariah 
selain fasilitas yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tentunya diatur 
juga sumber daya manusia yang harus memenuhi prinsip syariah pula, 
hal ini yang menjadi fokus utama ialah soal berpakain bagi pengelola 
dan karyawan/karyawati hotel syariah. Tidak bisa dipungkiri 
bahwasannya tamu yang akan menginap akan mempertimbangkan 
apabila hotel yang berlabel syariah tetapi menggunakan pakaian yang 
tidak sesuai dengan tuntunan syariah. 
Hotel Multazam Syariah dalam menjalankan praktiknya baik 
pengelola maupun karyawan/karyawatinya menggunakan pakaian yang 
sesuai dengan prinsip syariah, artinya tidak ada karyawan yang 
menggunaka pakain yang seronok atau memperlihatkan lekuk 
tubuhnya. Karyawati menggunakan pakaian rapi berhijab dengan 
bawahan celana bahan bukan jeans, sedangkan untuk karyawan laki 
laki menggunakan pakaian lengan panjang lengkap dengan 
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menggunakan peci, tetapi tidak semua menggunakan peci, tergantung di 
beberapa penempatan bagian saja. 4 
Berdasarkan praktik penggunaan pakaian yang sudah sesuai prinsip 
syariah tersebut maka Hotel Multazam Syariah telah melkasanakan 
ketentuan kelima dengan baik dan tidak ada yang dilanggar. Bagi 
pengelola menggunakan pakain bebas tetapi tetap sesuai dengan 
tuntunan syariah serta tidak ketat, adapun karyawati sudah dianggap 
sesuai karena tidak menggunakan pakaian yang ketat juga dan untuk 
karyawan telah sesuai.  
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan 
mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin 
terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan syariah. 
Ketentuan keenam dalam Fatwa DSN-MUI menyebutkan 
bahwasannya hotel syariah harus memiliki pedoman dan/atau panduan 
mengenai prosedur pelayaan hotel hal ini bertujuan untuk operasional 
hotel agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah. dengan adanya pedoman atau panduan ini maka akan lebih 
meyakinkan tamu jika ingin menginap di hotel syariah.  
Hotel Multazam Syariah dalam praktiknya telah ada pedoman atau 
panduan prosedur pelayanan hotel, dengan adanya peraturan ini pihak 
hotel akan terus berusaha melengkapi dan membuat suatu pedoman 
pelayanan hotel agar selalu sesuai dengan ketetuan yang ada dalam 
                                                             
       4 Permana Putra, Selaku Tamu di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 02 Februari 
2019, jam 09.00 WIB 
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fatwa ini. meskipun pedoman atau panduan ini tidak ditempel di depan 
lobby hotel akan senantiasa dilaksanakan oleh pengelola, karyawan dan 
karyawati hotel, karena hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam 
melayani tamu yang akan menginap di Hotel Multazam Syariah. 5 
Berdasarkan uraian diatas hal ini telah sesuai dengan apa yang telah 
diatur dalam Fatwa DSN-MUI, tetapi akan lebi baik lagi jika ketentuan 
tersebut di tempel di depan lobby hotel agar tamu juga dapat melihat 
pedoman atau prosedur apa saja yang telah ada dalam hotel ini dalam 
melayani tamu. 
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan 
Syariah dalam melakukan pelayanan. 
Ketentuan terakhir dalam Fatwa DSN-MUI membahas terkait 
dengan penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan 
pelayanan. Hotel yang berbasis syariah tentunya dalam menjalankan 
praktik haruslah bekerjasama dengan jasa Lembaga Keuangan Syariah 
juga agar lebih meyakinkan karena telah sesuai dengan apa yang telah 
diatur. 
Hotel Multazam Syariah dalam menjalankan operasionalnya telah 
sesuai dengan ketentuan terakhir, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan 
pembayaran gaji karyawan dengan menggunakan Bank Syariah 
Mandiri. Terkait dengan transaksi dengan tamu, Hotel Multazam 
Syariah juga menggunakan bank syariah. tetapi tidak menutup 
                                                             
       5 Moni Namira, Selaku Tamu di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 02 Februari 
2019, jam 09.00 WIB 
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kemungkinan jika tamu hotel tidak memiliki, Hotel Multazam Syariah 
juga menyediakan transaksi menggunakan bank konvensional. 6 
Berdasarkan uraian tersebut Hotel Multazam Syariah telah 
melaksanakan ketentuan ini dengan baik, karena selain menggunakan 
jasa Lembaga Keuangan Syariah juga menyediakan yang jasa Lembaga 
Keuangan Umum untuk mengantisipasi jika tamu hotel tidak 
memilikinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
       6 Dessy Ayu, selaku Sales & Marketing di Hotel Multazam Syariah, Wawancara Pribadi, 10 
Maret 2019. Jam 10.00 WIB 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis  yang penulis lakukan 
terhadap pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 
Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Syariah di Hotel Multazam 
Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Dalam penyelenggaraan pengelolaan di Hotel Multazam Syariah masih 
dalam proses menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada yaitu Fatwa 
DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penyesuaian diri 
dilakukan sejak berdirinya hotel dengan harapan agar sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan serta memiliki kesiapan yang matang 
dalam operasional hotel yang berbasis syariah. Dalam praktiknya Hotel 
Multazam Syariah belum mendapat sertifikasi yang dilakukan MUI untuk 
mendapatkan sertifikat. Terlebih lagi dalam pengelolaan, Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) belum menjadi bagian dalam struktur organisasi 
padahal DPS menjadi point penting untuk mengendalikan seluruh 
operasional yang menggunakan label syariah. Terkait dengan pelayanan, 
Hotel Multazam Syariah belum ada SOP (Standart Operational Product) 
yang diperlihatkan untuk pengunjung hotel, karena hanya ditujukan untuk 
internal hotel. Selain itu, dalam operasionalnya hotel telah menyediakan 
makanan dan minuman walaupun belum mendapatkan sertifikasi halal. 
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Untuk fasilitas yang lain, hotel tidak menyediakan pub, bar, lounge, kolam 
renang dan fasilitas lainnya yang dikhawatirkan akan menjurus pada hal 
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, secara umum 
Hotel Multazam Syariah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang 
Pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 
2. Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip 
Syariah, dapat diketahui bahwa Hotel Multazam Syariah belum memenuhi 
sebagian ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan yang belum 
terpenuhi ialah ketentuan ketiga terkait dengan makanan dan minuman 
yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari 
MUI, selain itu pada praktinya Hotel Multazam Syariah telah 
melaksanakan ketentuan yang lain dengan baik dan senantiasa patuh 
terhadap aturan yang telah ditetapkan. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran 
yang mungkin dapat berguna di Hotel Multazam Syariah ataupun pembaca dari 
tulisan ini, adapun sarannya ialah sebagai berikut: 
1. Untuk segera mengurus sertifikasi hotel dari Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hal tersebut menjadi sesuatu yang 
wajib ada pada hotel yang berlabel Syariah. 
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2. Untuk segera mengurus sertifikat halal dari MUI, yang digunakan sebagai 
jaminan kehalalan makanan dan minuman yang tersedia di Hotel 
Multazam Syariah, selain itu agar sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI. 
3. Untuk hotel-hotel yang akan merintis usaha perhotelan yang berbasis 
syariah sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus benar-
benar sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan yang telah diatur dalam 
peraturan. Semua harus dilaksanakan dan dipatuhi agar apa yang kita 
lakukan juga mendapat ridho dari  Allah SWT  
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Lampiran 1 
Daftar pertanyaan untuk pengguna Hotel Multazam Syariah 
1. Bagaimana anda mengetahui/mengenal tentang Hotel Multazam Syariah?  
Apakah melalui surat kabar, informasi dari teman , internet atau lainnya ? 
2. Apakah yang menjadi dasar anda memilih menggunakan ? 
3. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hotel Multazam 
Syariah kepada anda sebagai pengunjung sekaligus pengguna? 
4. Bagaimana pendapat anda mengenai harga yang ditawarkan oleh Hotel 
Multazam Syariah? 
5. Apakah fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan harga yang 
ditawarkan oleh Hotel Multazam Syariah? 
6. Apakah Hotel Multazam Syariah menyediakan akses yang mengarah ke 
pornografi ? 
7. Apakah Hotel Multazam Syariah menyediakan fasilitas yang menjerumus 
kepada kemusyrikan, maksiat, dan tindakan asusila? 
8. Apakah menurut anda fasilitas ibadah yang disediakan untuk pengguna 
Hotel Multazam Syariah sudah memadai? 
9. Bagaimana pendapat anda sebagai pengunjung sekaligus pengguna Hotel 
Multazam Syariah dalam menilai pakaian yang digunakan oleh 
karyawan/karyawati yang bekerja  di Hotel Multazam Syariah? Sudah 
sesuai prinsip syariah ataukah belum ? 
10. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan dan minuman yang 
disediakan oleh Hotel Multazam Syariah? 
11. Bagaimana menurut anda pelayanan dan fasilitas disini, apakah sudah 
sesuai dengan yang anda harapkan? Apa anda puas dengan pelayanan yang 
ada disini? 
12. Menurut anda apa yang membedakan Hotel Multazam Syariah ini dengan 
hotel yang lain? 
 
  
 
 
Daftar pertanyaan untuk pengelola Hotel Multazam Syariah 
1. Sejak kapan berdirinya Hotel Multazam Syariah? 
2. Alasan apa yang mendasari berdirinya Hotel Multazam Syariah? 
3. Apakah Hotel Multazam Syariah menyediakan fasilitas akses pornografi 
dan tindakan asusila? 
4. Apakah Hotel Multazam Syariah  menyediakan hiburan yang mengarah ke 
kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila lainnya? 
5. Apakah Hotel Multazam Syariah sudah mendapat sertifikasi dari DSN-
MUI sebagai hotel yang berlabel syariah? 
6. Apakah makanan dan minuman yang disediakan Hotel Multazam Syariah 
telah mendapat sertifikat halal dari MUI? 
7. Apakah Hotel Multazam Syariah menyediakan fasilitas, peralatan dan 
sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk tempat bersuci? 
8. Apakah pengelola dan karyawan/karyawati Hotel Multazam Syariah telah 
mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah? 
9. Apakah Hotel Multazam Syariah memiliki pedoman dan/atau panduan 
mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya 
pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah? 
10. Apakah Hotel Multazam Syariah telah menggunakan jasa LKS dalam 
melakukan pelayanan? Lembaga apa yang digunakan? 
11. Bagaimana prosedur pelayanan yang ada pada Hotel Multazam Syariah? 
 
 
 
 
 
  
 
 
Daftar Pertanyaan Untuk Manager Hotel Multazam Syariah 
1. Apakah ada seleksi pelanggan yang akan menginap di hotel? 
2. Jik ada, bagaimana cara menyeleksinya?  
3. Bagaimana cara pihak hotel memberikan kepuasan pelayanan kepada 
pelanggan sehingga mereka betah dan puas? 
4. Bagaiman pemilihan makanan yang akan disajikan kepada pelanggan 
hotel? 
5. Bagaimana pencegahan kebersihan di hotel ini ? 
6. Pelayanan apa yang diunggulkan di hotel ini? 
7. Apakah pegawai hotel disini mendapatkan pengarahan mengenai 
pelayanan yang akan diberikan kepada para pelanggan? 
8. Bagaimana cara penempatan bidang kerja masing-masing pekerjaan? 
9. Apakah ada briefing kepada para pegawai sebelum melakukan pekerjaan? 
Kapan saja briefing dilakukan? 
10. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan kepada para pegawai hotel 
dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan? 
11. Apakah ada penilaian akan pelayanan yang dilakukan pegawai? 
12. Apakah ada reward yang diberikan kepada pegawai yang melakukan 
pelayanan yang terbaik? 
13. Apa yang dilakukan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam 
melakukan pelayanan?   
 
 
 
 
 
  
 
 
Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai Hotel Multazam Syariah 
1. Apakah ada seleksi pelanggan yang akan menginap di hotel ini? 
2. Jika ada, bagaimana cara menyeleksinya? 
3. Bagaimana cara pihak hotel memberikan kepuasan pelayanan kepada 
pelanggan sehingga mereka betah dan puas? 
4. Bagaimana standar pelayanan yang harus diberika pelangan?  
5. Bagaimana pemilihan makanan yang akan disajikan kepada pelanggan 
hotel? 
6. Bagaimana pencegahan kebersihan di hotel ini? 
7. Pelayanan apa yang diunggulkan di hotel ini? 
8. Apakah pegawai hotel disisni mendapatkan pengarahan mengenai 
pelayanan yang akan diberikan kepada para pelanggan? 
9. Apakah ada reward yang diberikan kepada pegawai yang melakukan 
pelayanan yang terbaik? 
10. Adakah  teguran kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam 
melakukan pelayanan ?  
11. Fasilitas dal layanan apa saja yang tersedia di Hotel Multazam? 
12. Apakah ada struktur organisasi di Hotel Multazam? 
13. Tata tertib untuk pengunjung apakah ditunjukkan secara langsung atau 
melalui lisan? 
14. Apakah Hotel Multazam juga menyediakan brosur serta pricelist nya? 
15. Apakah hotel Multazam memiliki Visi dan Misi perusahaan ? 
16. Berapa jumlah karyawan secara keseluruhan ? 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 2 
 
Suasana tempat check in 
 
 
Dokumen saat peresmian hotel 
  
 
 
Fasilitas ibadah yang disediakan untuk umum. 
 
 
 
Fasilitas ibadah yang tersedia disetiap kamar 
 
  
 
 
Resepsionis yang berpakaian sesuai dengan aturan 
 
           
Aturan dan larangan bagi setiap tamu yang menginap  
  
 
 
Ornamen islami yang terdapat di lobby hotel 
 
Fasilitas hiburan yang yang sudah terjamin keamanannya 
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 1 08/DSN-MUI|X12} 1 6
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
o ilt
F> )l\-' ,,
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
: a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang
di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman
penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan
pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa
DSN-MUI;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman
penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
,fl,\ iu\ *
Dewan Syariah
Menimbang
Mengingat : L Firman Allah s.w.t.:
a. Q.S.Al-Mulk (67): 15:
y)j ,y \iEt q,e q q*\) trs; ;3\t 6-l; ,"<Jl -j
. l*3r oiraJJ /'r.J
"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di .segala penjurunya dan makanlah sebagian dari
rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkirkan. "
b. Q.S. Nuh (71): 19-20:
. vco* t4. $na- \bq Jb:\t pct 1; u6
"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,
supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu. "
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c. Q.S.Al-Rum (30): 9:
\ri \\yt 0
, :, r-
bJ L)
149
t
.'+ 'r-ul ;.-t /4-9\9
;{\
<,,
.l ql
-4
a,2 ,.o.:-, 
'1.o.< 
i'iLf :n5 \,',)& 
-4)' -:\i;r-.;-
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-."ii, ,,,"r. 1"1 oi56)t&) 
_r"-l\, \Dutt ,f e
"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka
bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh
orang-orang,sebelum mereka'? orang-orang itu adalah lebih kuat
dari mereko (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta
mentakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka
ntakmurkan. Dan telah dalang kepada mereka rasul-rasul mereka
dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali
tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang
berlaku zalim kepada diri ,sendiri. "
d. Q.S. Al-Ankabut (29):20:
iTir;r:3\ t6r.r. ar f 6iir iU aS \pv f)\t a_\fu #
'j*r3y*ar 51
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah
bagaimana Alloh menciptakan (marutsia) dari permulaannya,
kemudian Allah ntenjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah
Maha Kua,va ata,s segala sesuatu. "
e. Q.S.Al-Jurnu'ah (62): l0:
-. / , .. J . .\:';ib ;):rl 
,i^ze \;v
. 
'l*lr;: 
6LJ W,sint
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
ntuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntltn9. "
2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:
trTt-r';4; \r?w i\' oJ; i * bt :v- '"gt'ti i,;"f I f$*
"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda:
Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan
berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."
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b. Hadis riwayat al-Baihaqi:
# xut ;, +t i*: js ,iu r, j t. ,1,1 ti'- .t '-'q-6-, A.Ul ,S,p; ,_fV J, ;f
tr*1DU'1,\t' :rL:,i
"Dari lbnu Abbas ra. Berkata, bahvva Rasulullah saw. bersabda:
Bepergianlah, kalian akan ,sehat dan tercukupi. "
c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:
c-e*
t_ ttPtt)
"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar
berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat
rezeki. "
d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:
Lb b\ ,t". - )nt j*t ii yP bt et *
t'i;€u tr# 3i if ailr ,iF ;. t4-X i
"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat
azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat
tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk
ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa
ntere ka (kaum Tsantud). "
3. Kaidah fikih:
.i*t, )'"&, ii :i it Lr;ii .r>r;rd' *. J^.!, .i
"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan
kecuali ada daliI yang meng,haramkannya".
'^:;\ jUb r;r ';)r ..-L ,.
"Apabila.sempit suatu urusan, maka (uru,san itu) menjadi luas."
At-Ar j J. i'ir *:GA\ L)> .cV)
"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil
ma.slahat. "
'{u 17 'a+ i; u ..)
"Se.suatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/
dicari"
i +t *,f
,
:)v 
- /-i
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4. Pendapat para ulama:
a. Al-Qasirni dalam Mahasin al-Ta'wil, ketika menjelaskan kata
1-r;y pada Q.S. Al-Nan'i (27):69, berkata:
"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang
yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan
bersejarah dalant rangka mengambil pelaiaran dan manfaat
lain. "
b. tbn 'Abidin dalam Radd al-Muhtar:
i"r<;s )W )i 
" 
/ fla, {1 Lul, 4' t;...J-oYr"
""GJ'i;<1 
.t:b ,,bi f ',\ ,'at\b/-y79/
"(Hukum ctsal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan
kondisi lain seperti haji atau jihad, maka meniadi ibadah
(ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian
ternrasuk maksiat. "
l. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2.Fatwa MUI No. 6iMUNAS VII/MUI/1012005 tentang Kriteria
Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal l9 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal
0l Oktober 2016 di Bogor;
MEMUTUSKAN:
FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
l. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat teftentu untuk
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas sefta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
1L,; ,ruti * q;li ,tsi ,u"t)t i;;;er-rlr ;:j;u;r ';
.q{n\ :r 6;ei ,*\\S V 1b4)
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5.
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip
syariah;
15.
Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas
pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwu.iudnya kepariwisataan yang sesuai dengan
prinsip syariah;
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha
yang bersifat komersial yang mengatur, dan rnenyediakan
pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan
perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan
prinsip syariah;
Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata
syariah;
Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang
melakukan kegiatan usaha pariwisata;
Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-
kanrar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa
pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas
lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang
di.ialankan sesuai prinsip syariah;
Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi danlatau
klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan
pengelolaan;
Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, danlatau
mas:iage;
Akad ijarah adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran
atau upah;
Akad v,akalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai
dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan
pernasaran.
Akad 
.ju'alah adalah janji atau komitmen {il.tizarr) perusahaan
untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'f tertentu kepada
pekerja ('anil) atas pencapaian hasil (prestasilnatijah) yang
ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
r3.
14.
Dewan Syariah Nasional-Mctjel is Ularua Indonesia
l0B Pedoman Pariwisata Svariah
Kedua
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Ketentuan Hukum
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh
dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
fatwa ini.
Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah
Penyelenggaraan wisata waj ib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan,
t ab dz ir/ i 
^s 
raf, dan kem unkaran ;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material
maupun spiritual.
Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad
l. Pihak-pihak yang Berakad
Pihak-pihak dalarn penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
a. Wisatawan;
b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
c. Pengusaha Pariwisata:
d. Hotel syariah;
e. Pemandu Wisata:
f. Terapis.
2. Akad antar Pihak
a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah
atau ju'alah;
c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah
ijarah;
Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran
adalah akad wakalah bil ujrah;
Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan
pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib
menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan terkait Hotel Syariah
L Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi
dan tirrdakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang
mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak
asusila:
d.
e.
f.
oE.
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Keenam
Ketujuh
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah
mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk
pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan
pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai
prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya
pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah
dalarn melakukan pelayanan.
: Ketentuan terkait Wisatawan
W i satawan waj ib memenuh i ketentuan-ketentuan berikut:
l. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan
menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan
(/'asad1;
2. Merrjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah.
Ketentuan Destinasi Wisata
I . Destinasi wisata waj ib diarahkan pada ikhtiar untuk:
a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
d. Mewu.iudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
e. Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan
lingkungan;
f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang
tidak melanggar prinsip syariah.
Destinasi wisata wajib memiliki:
a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan
memenuhi persyaratan syariah;
b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya
dengan Sertifikat Halal MUL
Destinasi wisata wajib terhindar dari:
a. Kernusyrikan dan khurafat;
b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba
dan judi;
2.
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c. Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang beftentangan
prinsip-prinsip syariah.
: Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage
Spa. sauna, dan ntassage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan
berikut:
l. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin
kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan massage
kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh
melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah
Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
berikut:
l. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang
memiliki Serlifikat Halal MUL
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan
pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan,
lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip
syariah;
6. Wajib merniliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya
tindakan syirik, khurafbt, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi,
minuman keras, narkoba dan judi.
: Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah
Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
l. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalarn
menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih
pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab;
3. Memiliki kornpetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku
yang dibuktikan dengan sertifikat;
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Kesebelas
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-
prinsip syariah.
Ketentuan Penutup
1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman
Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam
penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa
berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari
ternyata terdapat keke I iruan.
Ditetapkan di : Jakarta
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0l Oktober2016 M
DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESI
MM M.AGDR. K.H. MA'RUF AMIN
Ketua,
Dewan Syariah Nasional-Maj el is Ulama Indonesia
